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yang telah melimpahkan Rahmat dan Anugerah-Nya serta Hidayah-Nya schingga
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MOTTO

Bayarlah pajak sedini mungkin

Agar anak cucu kelak tidak menuduh

Bahwa kita telah hidup tidak berguna

( Berita pajak No.1391/th.XXXI/15 Maret 1999 )

Warga negara bijak adalah warga negara yang taat membayar pajak
( Direktorat Jenderal Pajak, Majalah pajak Tahun 1999 )
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PERSEMBAHAN

- Ayahanda, alm. H. Abdus Syukur

Ayah kasih sayangmu masih dapat aku rasakan walau kau telah
meninggalkanku, pergi ke alam yang berbeda. Seandainya kau masih
adakebahagiaan yang aku rasakan akan terasa lebih sempurna. Ayah do’a
nanda akan selalu menyertaimu,
Ibunda, Suhartatik
Sumber cinta dan kasih sayang yang tiada taranya dan tiada hentinya
menyertai ananda dengan do’a-do’a vang tulus.

Anugerah terindah yang aku miliki....... suamiku “ Ichwan Hanafi
Darimu aku mengenal arti hidup yang sebenarnya, dengan kesabaran hati dan
kasih sayangmu yang begitu tulus membuat aku selalu tegar menjalani hidup.

. Buah hatiku....... ” Riza ¢

Seluruh kasih sayang mama hanya untukmu “ Putri kecilku

. Bapak Suryo Karsono SH dan Ibu Siti Hermaningsih

Terima kasih atas do’a, dukungan dan bimbingan darimu. Berkatmu aku bisa
terus maju dan berhasil.

Almamater tercinta Universitas Jem ber
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan umur negara Republik Indonesia yang semakin dewasa,
pembangunan disegala bidang sudah menampakkan hasilnya. Kemajuan yang
pesat terutama di bidang ekonomi. Walaupun pada akhir tahun yang lalu bangsa
Indonesia diguncang oleh krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi
krisis ckonomi. Banyak bidang usaha yang terkena imbasnya schingga
dampaknya berpengaruh pada penerimaan negara. Penerimaan negara kita berasal
dar dua sektor yaitu sektor non migas dan migas, yang patut kita sadari adalah
ketergantungan negara kita sudah di dominasi oleh non migas. Salah satu jenis
penerimaan negara yang berasal dari sektor non migas terpenting adalah pajak
yang tetap menjadi tulang punggung atau sumber utama bagi pemerintah dalam
membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan nasioanal.

Pembayaran dari sektor pajak merupakan sumber yang stabil, sangat
potensial serta sesuai dengan semangat pembangunan dan rasa keadilan, sebagai
di isyaratkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berbicara
mengenai masalah perpajakan, segala yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal
Pajak untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, seperti sistem
perpajakan Indonesia yang diubah dari Offisial Assestment menjadi  Self
Assesment. Offisial Assesment menurut Drs. Mardiasmo, MBA.Ak dalam
bukunya perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang terutang. Hal ini berarti masyarakat diberi kepercayaan untuk
dapat  mclaksanakan kewajiban perpajakan melalui  sistem menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Adanya sistem ini dihar::lpkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak tanpa dipéksa oleh pemerintah.

Namun kenyataannya bila dilihat dari peningkatan penerimaan pajak

tersebut peranan masyarakat atau calon wajib pajak (WP) sebagai salah satu
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pendukung penerimaan pajak secara keseluruhan masih dirasakan kurang.
Meskipun secara kuantitas kita mempunyai jumlah penduduk yang besar namun
dalam kaitannya dengan perpajakan, jumlah calon wajib pajak yang terdafiar
masih mencerminkan perbedaan dengan Jumlah penduduk yang ada. Di samping
« itu terhadap wajib pajak telah terdafiar tersebut belum seluruhnya melaksanakan
kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dengan kata lain dalam
kenyataan peranan wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara sccara
kescluruhan masih belum optimal.

Masalah intensifikasi dan ckstensifikasi pajak bukan lagi masalah baru
dalam hal usaha untuk meningkatkannya. Masalah penerimaan pajak sangat crat
kaitannya dengan masalah kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan sendiri erat
kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut banyak aspek.

Sehubungan dengan intensifikasi dan ckstensifikasi, mau tidak mau
pungutan pajak harus digiatkan secara terus menerus. Sehubungan dengan hal
tersebut, aparat pajak berusaha untuk memburu calon wajib pajak vang belum
mendaftarkan dirinya. Mereka tersebut yang tidak mempunyai Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP).

Penggalian potensi pajak yang dilakukan dengan intensifikasi dan
ckstensifikasi tersebut yang diharapkan adalah kesadaran untuk memenuhi
kewajiban dan kepatuhannya dalam bidang perpajakan.

Langkah pertama dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan cara
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak secara otomatis wajib pajak tersebut akan memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Dimana NPWP tersebut merupakan sarana administrasi
perpajakan yang harus dimiliki oleh sctiap wajib pajak. Dari wajib pajak yang
telah memperoleh NPWP, harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila
kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan
dikenakan sanksi perpajakan. Oleh karena itu aparat pajak harus selalu
mengadakan penelitian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. '
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang
1.2.1 Tujuan Program Magang
A. Tujuan umum dalam program Magang adalah :

I. Mempunyai gambaran yang jelas mengenai prosedur-prosedur dan
kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam dunia kerja khususnya
dibidang Perpajakan pada KPP Yogyakarta

2. Mengetahui permasalahan-permasalahan  yang terjadi  disemua
seksi pada KPP yogyakarta dan mengetahui usaha-usaha yang telah
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3. Membandingkan antara teori yang diterima selama kuliah dengan

kenyataan di lapangan.

B. Tujuan khusus dalam program Magang adalah untuk :
1. Ingin mengetahui prosedur dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak
untuk memperoleh NPWP dan Penghapusan NPWP serta
Pemindahan Wajib Pajak.

b9

Ingin mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pendaftaran.
Penghapusan NPWP serta Pemindahan Wajib Pajak di KPP
Yogyakarta.

1.2.2  Kegunaan program Magang
Sesuai dengan tujuan program diatas maka manfaat yang diperoleh selama
melaksanakan Magang di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta adalah -
1. Bagi Program Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi.
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik, UNEJ, sebagai khasanah
perpustakaan dan studi banding mahasiswa di masa yang akan datang.
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2. Bagi Penulis dapat mengetahui dan memperoleh hal-hal yang
berhubungan dengan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan
NPWP serta Pemindahan Wajib Pajak.Dengan demikian penulis dapat

memberikan gambaran yang menyolok antara teori dengan praktek.
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BAB 11
KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian umum Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut pasal 1(a), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Menurut pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 - Setiap Wajib
Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : KEP-516/PJ/2000 | tanggal 4 Desember 2000 : Tentang jangka
waktu pendaftaran dan pelaporan usaha Tata cara pendaftaran dan penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak).

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak sebelum memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan, Wajib Pajak harus
sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak berdasarkan
sistem Self Assesment harus mendaftarkan dirinya kepada direktorat Jendeal
Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor
Pokok Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti
Wayjib Pajak telah mendaftarkan dirinya pada Dircktorat Jenderal Pajak.

Menurut keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-516/PJ/2000,
pasal 1 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan
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Wayib Pajak terdafiar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha
Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta telah
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 9 ( sembilan ) angka.
Penghapusan Nomor Pokok Wajb Pajak adalah tindakan menghapuskan
Nomor Pokok Wajib Pajak das; tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan mencabut Surat Keterangan
Terdaftar dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama yang diikuti dengan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak baru, karena
alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha atau perubahan status perusahaan.

Surat pernyataan pindah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak
yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk
memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar dari suatu Kantor
Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya, karena alasan pindah
tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha atau
perubahan status perusahaan.

Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang
berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnyan serta kewajiban
perpajakan Wajib Pajak.

Surat Pindah adalah surat yang diterbitkan oleh suatu Kantor Pelayanan Pajak
yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak ke
Kantor Pelayanan Pajak lainnya, karena alasan pindah tempat tinggal atau
tempat  kedudukan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status

perusahaan.

2.1.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Sebagaimana diatur pada penjelasan pasal 2 ayat(1) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1994 fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak selain dipergunakan

untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk

menjaga ketertiban dari pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi
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perpajakan. Setiap Wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan Nomor Pokok

Wajib Pajak yang dimilikinya apabila melaksanakan hal-hal yang berkenaan

dengan dokumen perpajakan.

Beberapa manfaat bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak(NPWP) antara lain untuk -

a. Memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam pembayaran, maupun
penyctoran, maka dalam formulir Surat Setor Pajak ( SSP ) harus
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP B,

b. Mendapatkan pelayanan Instansi-instansi  tertentu yang mewajibkan
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) dalam dokumen-
dokumen yang diajukan kepadanya, seperti dokumen impor, dokumen ekspor,
dokumen permintaan kredit pada bank, dokumen pendafttaran pendirian badan
hukum baru kepada Departemen Kehakiman dan sebagainya.

¢. Keperluan pelaporan, dalam pengisian Surat Pemberitahuan ( SPT ) masa atau
tahunan.

d. Alat untuk Wajib Pajak mendapatkan haknya seperti -

1. Melakukan pembetulan sendiri atas Surat Pemberitahuan ( SPT ) yang
telah dilaporkan.
2. Mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi.
3. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Nomor Pokok Wajib Pajak harus dituliskan atau dicantumkan calam setiap
dokumen perpajakan antara lain pada :
1. Formulir Pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
2. Surat menyurat dalam hubungannya dengan perpajakan.
3. Dalam berhubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi
Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).

2.1.3 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri

Sebagaimana diatur pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1994 mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya atau
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib  Pajak sehingga dapat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

2.1.4 Pendaftaran Wajib Pajak

Dalam sistem Self Assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang, akan tetapi tidak
berarti masyarakat bebas berbuat sckehendak hatinya. Untuk itu Undang-Undang
telah mengatur mekanisme kontrol berikut sanksi-sanksi yang cukup berat bagi
mereka yang tidak jujur memenuhi kewajiban pepajakannya.

Sistem pajak yang merangsang timbulnya kegairahan membayar pajak,
bila ada kemudahan di dalam menunaikan kewajiban tersebut. Kemudahan itu
meliputi mudahnya memperoleh Nomor Pokok Wijib Pajak ( NPWP ), Surat
Pemberitahuan Tahunan ( SPT ), cara pengisian formulir SPT, penyetoran pajak,
serta pelayanan kewajiban-kewajban dan hak wajib pajak lainnya. Motif orang
mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak antara lain
dikarenakan takut dihukum jika tidak membayar pajak, atau menyelundupkan
pajak. Dalam hal ini orang membayar pajak bukan didasarkan kesadaran akan
pentingnya pajak bagi negara dan dirinya sendiri. Jadi secara psikologis idealnya
adalah bagaimana caranya menciptakan suasana agar Wajib Pajak dapat
menunaikan kewajiban perpajakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung
Jawab melalui pendaftaran Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan
tidak kena Pajak ( PTKP ) wajib mendaftarkan diri. Sedangkan Wajib Pajak yang
mempunyai penghasilan netto tidak lebih dari PTKP atau yang memperoleh
penghasilan hanya dari satu pemberi kerja tidak diwajibkan mendaftarkan diri.
Jika Wajib Pajak tidak diwajibkan mendaftarkan diri, apabila memerlukan NPWP
dapat mendafiarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP. Dimana setiap
Wajip Pajak hanya diperbolehkan mempunya satu NPWP untuk semua jenis pajak
yang akan dibayarnya. Jika Wajib Pajak mempunyai perusahaan perseorangan,

NPWP atas perusahaan perseorangan tersebut atas nama pemiliknya. Sedangkan
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untuk badan yang baru berdiri sebaiknya tetap memiliki NPWP, karena apabila
rugi dapat dikompensasi dengan tahun mendatang,

Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak atau pada
Kantor Penyuluhan Pajak dimana Wajib Pajak bertempat tinggal, dengan cara
mengisi formulir pendaftaran dengan dilampiri dokumen-dokumen yang harus
dilampirkan. Selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari Kantor
Pelayanan Pajak akan menerbitkan kartu NPWP. Bagi vang mendaftar lewat
Kantor Penyuluhan Pajak akan menerima NPWP sementara yang berlaku sampai
diterimanya kartu NPWP yang akan dikirim kepada Wajib Pajak atau dapat
mengambil sendini dengan membubuhkan tandatangan scbagai tanda terima pada
ekspedisi. Dan dalam waktu 15 hari, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan NPWP
kepada Wajib Pajak atau diambil sendiri oleh W ajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak berdasarkan sistim Self Assesment harus mendaftarkan
dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak untuk
mendapatkan NPWP, Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan din
dan mendapatkan NPWP adalah setiap Wajib Pajak yang meliputi -

1. Orang pribadi atau perseorangan :

a) Yang dilahirkan di Indonesia, atau

b) Yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

bulan, atau

¢) Yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat

untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Kecuali :

I. Yang tidak memperolech penghasilan lain selain schubungan
dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja, kecuali
mereka yang memperolch penghasilan  schubungan dengan
pekerjaan dari perwakilan negara asing dan atau organisasi
internasional yang dikecualikan dari kewajiban melakukan

pemotongan pajak.
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2

Yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi jumlah
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP ) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

(%]

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat lain
negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka dcngan
Syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak melakukan
pekerjaan lain atau Kegiatan usaha di Indonesia.
4. Pejabat organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan.
d) Warisan yang belum sclesai terbagi yang memberikan penghasilan.
2. Badan yang didirikan atau yang bertempat tinggal/kedudukan di Indonesia
yaitu ;
a) Perseroan Terbatas
b) Perseroan Comanditer
¢) Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun,
seperti  PT, PERSERO, Perusahaan Umum, Perusahaan Negara,
Perusahaan Daerah, dan lain-lain.
d) Persekutuan, Perseroan atay perkumpulan lainnya.
¢) Koperasi, Lembaga, Dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.) :
3. Bentuk Usaha Tetap :
Yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak -
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,
yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor
perwakilan, _agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi,
pertambangan dan penggalian sumber alam, perikan, tenaga ahli dan
sebagainya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal2 ayatS Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1994,
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4. Wajib Pajak sebagai pemungut/pemotong ( wajib Pajak non subjek ) seperti :

bendaharawan pemerintah atau proyek, Kantor Perbendaharaan Negara dan

badan-badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.5 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Sebagaimana diatur dalam keputusan Direktorat Jenderal pajak Nomor

KEP-516/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2000 dinyatakan bahwa Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP ) dilakukan apabila -

a.

Wajib Pajak (WP) orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
warisan. Dalam hal ini Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWP meninggal
dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka warisan yang
belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai subyek pajak secara
otomatis memperoleh NPWP sesuai dengan NPWP wajib Pajak yang
meninggal, dan ahli warisnya wajib melaporkan ke KPP dan mengisi formulir
yang telah ditentukan.
Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghastlan.
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah
selesai dibagi.
Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya
sebagai Bentuk Usaha Tetap.
Wajib Pajak lainnya selain yang dimaksud pada huruf a yang tidak memenuhi
syarat lagi untuk dapat digolongkan scbagai wajib Pajak.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tindakan

menghapus Nomor, Pokok Wajib Pajak dari Master File Wajib Pajak yang ada
pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pusat Dirjen Pajak.
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut hanya ditujukan semata-mata

untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa menghilangkan kewajiban

perpajakan yang harus dilakukan.
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dan 4, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan
keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan penghapusan diterima.
Bila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal pajak tidak memberikan suatu
keputusan maka permohonan penghapusan dianggap dikabulkan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penghapusan antara
lain :

a. Bagi Wajib Pajak meninggal dunia, diisyaratkan adanya surat keterangan
kematian dari instansi yang berwenang.

b. Bagi wanita kawin, diisyaratkan dengan adanya surat nikah/akte perkawinan
dari catatan sipil.

C. Bagi warisan vang selesai dibagi, diisyaratkan adanya surat pernyataan
tentang selesainya warisan dibagi dari ahli waris.

d. Bagi Wajib Pajak vang telah dibubarkan, diisyaratkan adanya Akte
Pembubaran dari Notaris dan Neraca Likuidasi.

€. Setelah dilakukan tindakan verifikasi lapangan dan hasil verifikasi memuat
piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin dapat ditagih lagi.

Dalam melaksanakan penghapusan NPWP, maka diperlukan Verifikasi
Lapangan terhadap wajib Pajak bersangkutan. Verifikasi tersebut dimaksudkan
untuk memastikan kebenaran alamat tempat tinggal dan tempat kedudukan usaha
Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan Verifikasi Lapangan adalah penelitian
material yang dilakukan di tempat tinggal/tempat kedudukan dan atau tempat
usaha Wajib Pajak untuk tujuan tertentu berdasarkan Surat perintah Verifikasi
Lapangan (SPVL). Surat Perintah Verifikasi Lapangan adalah surat vang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang dipergunakan scbagai
sarana untuk menugaskan petugas verifikasi melakukan Verifikasi Lapangan
terhadap wajib Pajak. Verifikasi Lapangan bersifat mendalam dan dilaksanakan
SCCara tuntas sesuai dengan tujuan Verifikasi Lapangan terhadap Wajib Pajak
yang bersangkutan. Petugas verifikasi lapangan dapat meminta kepada Wajib
Pajak untuk memperlihatkan buku-buku/catatan-catatan dan bukti-bukti dokumen

pendukung dan atau meminta penjelasan atas kegiatan usahanya.
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Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan pencabutan Nomor
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dilakukan dengan cara mengisi
formulir pemutakhiran dari Wajib pajak yang pengisiannya dilakukan oleh -

a. Wajib Pajak atau kuasa dengan dilampiri surat kuasa khusus.
b. Petugas Laitor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam hal -

1. Wajib Pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan berdasarkan

surat kematian.

2. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak lain yang sudah
tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak, berdasarkan hasil
pemeriksaan kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Penghapusan Nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan apabila utang

pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena

a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan
warisan;

b. Wajib Pajak tidak dapat diketemukan lagi; atau

¢. Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.

2.1.6 Pemindahan Wajib Pajak

Pemindahan wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan NPWP dari Tata
Usaha suatu Kantor Pelayanan Pajak, karena alasan pindah tempat tinggal/tempat
kedudukan Wajib Pajak, dari suatu wilayah Kantor Pelayanan tertentu ke wi layah
Kantor Pelayanan Pajak lain.

Pemindahan dari tata Usaha suatu Kantor Pelayanan Pajak lama ke Kantor
Pelayanan pajak baru dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak pindah tempat
tinggal/tempat kedudukan ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atau
perubahan yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak yang mengelolanya
berubah.

Wajib Pajak pindah tempat tinggal karena -

a. Pindah tempat tinggal/tempat kedudukan ke wilayah kerja Kantor Pelavanan
Pajak, atau
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b. Perubahan status perusahaan sehingga kantor Pelayanan pajak

mengelola berubah.

Setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan  pindah dengan
menyampaikan surat pernyataan pindah selanj utnya Kantor Pelayanan Pajak wajib
menerbitkan :

1. Surat Pindah, untuk diberikan kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja
berikutnya setelah surat pernyataan pindah diterima, guna diserahkan ke
Kantor Pelayanan Pajak baru, dalam hal surat pernyataan pindah beserta

persyaratannya secara lengkap disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

b2

Surat Keterangan Terdaftar, paling lama pada han kerja berikutnya, dalam hal
surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap disampaikan
ke Kantor Pelayanan Pajak baru, atau setelah menerima Surat Pindah dari
wajib Pajak.

Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pindah tempat tinggal atau
tempat kedudukan juga menyatakan pindah tempat kegiatan usaha, maka Surat
Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan

secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Surat Pindah.

2.2 Landasan Normatif
Landasan normatif dalam hal ini adalah pendekatan yang dilakukan
dengan berpedoman pada dasar hukum sebagai petunjuk pelaksanaan dalam
penulisan laporan tugas akhir ini. Dasar hukum bagi Prosedur Pendaftaran Wajib
Pajak, Penghapusan NPWP, dan Pemindahan Wajib Pajak adalah sebagai berikut
1. Pasal 2 ayat (5) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kentuan Umum dan Tata cara
Perpajakan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor. 49,
tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3262), diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 (Lembaran negara Nomor 59 tahun
1994, tambahan Keputusan lembar negara Nomor 3984) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (Lembaran
negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor126, tambahan lembaran

Republik Indonesia Nomor 3984).
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Panghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991.

Surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 07 / PJ. 24 / 1993 tanggal
7 Juli 1993 tentang Penyempurnaan Tata cara Pelayanan Pemberian Nomor
Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP — 516/ PJ/ 2000 tanggal 4
Desember 2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan
Usaha, Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,
scrta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP 27/ P/ 1995 tanggal 23
Pebruari 1995 tentang Jangka Waktu Pendafiaran dan Pelaporan Kegiatan
Usaha serta Tata cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-05 /PJ 11/ 1993 tanggal 13
Agustus 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak.
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BAB 111
TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan
Beberapa tahap persiapan yang dilakukan penulis dalam melakukan

Magang pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti briefing/pembekalan yang dilaksanakan olch fakultas
Bricfing yang dilaksanakan olch Fakultas sebelum pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata, tentang petunjuk singkat dan gambaran Praktek Kerja Nyata.

2. Menentukan tempat dan waktu Magang
Tempat Magang adalah KPP Yogyakarta Jl. P.Senopati No.20 dan
dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari sampai 5 Februari 2000.

3. Pelaksanaan Magang dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Magang ini penulis melakukan berbagai persiapan berupa
pertanyaan untuk kepentingan wawancara yang berkaitan dengan Prosedur
Pendaftaran, Penghapusan, dan Pemindahan Wajib Pajak. Pada tahap
persiapan wawancara penulis membuat daftar pertanyaan yang berkaitan
dengan permasalahan yang diangkat dan menentukan waktu wawancara serta
menciptakan suasana yang kondusif. Hasil wawancara tersebut dipadukan
dengan berbagai sumber literatur dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku untuk kepentingan penulisan laporan ini.

3.2 Tahap Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang valid maka jalan yang ditempuh dalam
pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan Laporan Akhir meliputi
a. Tehnik Observasi
Penulis melakukan Observasi dalam hal ini seksi Tata Usaha
Perpajakan untuk mengumpulkan data serta keterangan-keterangan yang

dibutuhkan dalam penulisanLaporan Akhir ini.

16
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b. Tehnik Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan jalan wawancara
berdasarkan pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terhadap
beberapa pejabat yang berwenang dan petugas atau karyawan yang
berkompeten dengan permasalahan Prosedur Pendaftaran. Penghapusan, dan
Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

Wawancara atau Interview yang dimaksud di sini adalah Mencakup
cara yang dipergunakan untuk suatu tujuan atau tugas tertentu untuk
mendapatkan keterangan atau pendirian sccara lisan dari responden dengan
cara bercakap-cakap, berhadap-hadapan muka dengan orang itu“
(Koentjaraningrat, 1977:129)

c. Studi Pustaka

Metode ini adalah pengumpulan bahan-bahan, buku. teori dan
mempelajari  literatur  yang memuat teori misalnya Undang-undang
perpajakan dan aturan pelaksanaannya. Selain itu artikel-artikel dari majalah,

koran yang mendukung data.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Data yang penulis laksanakan diperoleh dari kegiatan Magang dan
pengamatan yang dilakukan pada saat Praktek Kerja Nyata. Penulis menemukan
fekta-fakta yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta secara langsung
dan pada saat penulis mengalami kesulitan dalam pemahaman tentang Prosedur
Pendaftaran, Penghapusan dan Pemindahan Wajb Pajak, maka penulis berusasha
meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah Prosedur
Pendaftaran, Penghapusan NPWP dan Pemindahan Wajib Pajak tersebut. Selain
itu penulis juga mencoba untuk mengadakan diskusi dengan para karyawan tata
usaha untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Hasil wawancara dan diskusi diolah sedemikian rupa menjadi satu bab
penulisan yaitu pembahasan serta pemecahan masalah. Data-data yang dihasilkan
juga didukung dari sumber ilmu pengetahuan yang lain vaitu dari buku-buku
pajak yang berkaitan dengan Prosedur Pendaftaran, Penghapusan NPWP dan
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pemindahan Wajib Pajak, Undang-undang Perpajakan dan surat edaran yang
berlaku. Pengumpulan data dan perumusannya hingga menjadi suatu tulisan
memerlukan banyak sumber data, oleh karena itu penulis juga memanfaatkan
perpustakaan.

Ha' hal lain diluar teori dalam buku banyak diperoleh penulis melalui
prakiek secara langsung, sehingga penulis dapat membandingkan kenyataan yang
ada di KPP Yogyakarta tentang Prosedur Pendaftaran, Penghapusan NPWP dan
Pemindahan Wajib Pajak dan teori yang sudah dipelajari.

Sumber data ini juga penulis perolch dari beberapa pedoman petunjuk
pelaksanaan perpajakan yang berlaku di KPP Yogyakarta, scrta peraturan
pelaksanaan lainnya. Akhirnya dalam penulisan laporan ini mempunyai dasar

hukum yang kuat.

3.4 Tahap Analisis Data

Menurut Singarimbun dalam bukunya Metode Penelitian Survei Tahap
Analisa Data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterprestasikan ( 1998 : 265 )

Analisis data yang digunakan penulis adalah Analisa data Deskriptif.
Menurut Singarimbun dalam bukunya Metode Penelitian Analisis Data Deskriptif
dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah vang diselidiki dengan
menggambarkan/melukiskan  keadaan subyek/obyek pada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Bedasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh maka data
tersebut dilakukan analisis data secara Deskriptif karena dalam penulisan lapoan
ini hanya menggambarkan dan menjelaskan permasalahan vang ada dan tidak

dilakukan dengan alat analisis yang lain.
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3.5 Tahap Kesimpulan

Tahap Kesimpulan menurut Winamo Surakhmad dalam bukunya
Pengantar Penelitian Ilmiah ( 1989:116) menyatakan, “ Merupakan pernyataan
singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisa dan pembahasan.”

Pada tahap kesimpulan ini metode yang digunakan adalah metode
Deskriptif yaitu kesimpulan yang diambil dari menggambarkan atau melukiskan
data yang diperolch dari laporan kinerja di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
khususnya seksi Tata Usaha Perpajakan. Data-data yang diperoleh tersebut dapat
dilihat lebih jelas pada bab pembahasan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

4.1 Sejarah Singkat KPP Yogyakarta

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sama dengan keberadaan
Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, dimana terkait erat dengan
perjalanan scjarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pada jaman pemerintahan
Kolonial Belanda Kantor Pajak bernama Inspektien Yan Financien yang bertahan
sampai dengan penjajahan Jepang di Indonesia.

Pada zaman penjajahan Jepang Kantor Pajak diubah menjadi Kantor
Penetapan Pajak. Penggunaan nama ini berlangsung terus sampai dengan
kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada masa perjuangan fisik, kata Penetapan Pajak “ dirasakan kurang
sesuai dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Pajak.
Sehingga untuk menyesuaikannya, maka pada masa pemerintahan Indonesia
Kantor Penetapan Pajak diganti dengan Kantor Inspeksi Keuangan. Pada tahun
1960 sesuai dengan arti pemungutan pajak yang merupakan tugas dari Kantor
Pajak maka nama Kantor Inspeksi Keuangan diubah menjadi Kantor Inspeksi
Pajak.

Tanggal 1 April 1989, nama kantor pajak diubah kembali, dari Kantor
Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk
menyesuaikan fungsi dan tugas pokok yang diemban oleh Kantor Pajak, yaitu
melayani masyarakat di bidang perpajakan. Nama inilah yang sampai sekarang
masih dipakai.

Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta merupakan salah satu unit pelaksana
fungsi Dircktorat Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah
koordinasi dari Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
~ adalah sebaga-i berikut :

a. Sebelah selatan : berbatasan dengan samudra Indonesia
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b. Sebelah utara : berbatasan dengan Wilayah Karisidenan Kedu dan
Karisidenan Surakarta.
c. Sebelahbarat : berbatasan dengan Wilayah Karisidenan Kedu.
d. Sebelah timur : berbatasan dengan Wilayah Karisidenan Surakarta
Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Yogyakartz seluruhnya sama
dengan wilayah pemerintah Propensi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perekonomian
dan penerimaan pajak di wilayah Yogyakarta dari tahun ketahun mengalami
peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan produk domestik regional bruto
dan realisasi pencrimaan pajak. Yogyakarta scbagai dacrah tujuan wisata dan kota
pelajar banyak terdapat pembangunan hotel dan kampus sclain itu banyak
bermunculan rumah makan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dengan
dukungan data berbagai pihak Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta telah
merencanakan peningkatan intensifikasi penerimaan pajak dan Ekstensifikasi
Wajib Pajak

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
4.2.1 Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta termasuk dalam klasifikasi Kantor
Pelayanan Pajak tipe A, sehingga Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
terdiri dari:
1. Kantor Penyuluhan Pajak

2. Seksi Tata Usaha Perpajakan

a) Sub seksi Pendaftaran Wajib Pajak

b) Sub seksi SPT

¢) Sub scksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak
3. Scksi Pengolaha Data dan Informasi

a) Sub seksi Data Masukan dan Data Keluaran
b) Sub seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
c) Sub seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
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Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan
a) Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Perseorangan
b) Sub seksi Verifikasi PPh Perseorangan
Seksi Pajak Penghasilan Badan
a) Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan
b) Sub seksi Verifikasi PPh Badan dan Pemotongan/Pemungutan
Scksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
a) Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa pemotongan & Pemungutan
PPh
b) Sub scksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh
Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
a) Sub seksi PPN Industri
b) Sub seksi PPN Perdagangan
¢) Sub seksi PPN Jasa dan PTLL
d) Sub seksi Verifikasi PPN dan Restitusi
Seksi Penerimaan dan Keberatan
a) Sub seksi Penerimaan Pajak dan Restitusi
b) Sub seksi Rekonsiliasi
¢) Sub seksi Keberatan PPN dan PTLL
d) Sub seksi PPh
Seksi Penagihan
a) Sub seksi Penagihan
b) Sub scksi Tata Usaha Piutang Pajak

10. Sub Bagian Umum

a) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
b) Urusan keuangan
¢) Urusan Rumah Tangga

11. Kelompok Tenaga Fungsional Pajak

12. KelompokTenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara
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Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi dan sub seksi

bagian umum dipimpin oleh kepala sub bagian umum. Gambar dari struktur diatas

terlampir dalam laporan ini.

4.2.2 Uraiaw Tugas

1.

b9

Ve

Kepala Kantor Pelayanan Pajak :

Mengkoordinasi & pengendalian kegiatan operasional pelayanan perpajakan
di bidang PPh, PPN/PPnBM & PTLL berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban
pajak.

Kantor Penyuluhan Pajak

Kantor Penyuluhan Pajak merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak.
Tgas dari Kantor Penyuluhan Pajak adalah memberi penyuluhan kepada wajib
pajak agar mereka mengetahui dan memahami masalah yang berhubungan
dengan perpajakan yang terbaru dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

Sub Bagian Umum/ Tata Usaha

Mengkoordinasi tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur
kegiatan tata usaha & kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan
perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP.

Seksi Tata Usaha Perpajakan :

Mengkoordinasi pelayanan permohonan pendaftaran wajib pajak dan atau
Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta penghapusan NPWP atau pencabutan
pengukuhan PKP, mutasi wajib Pajak, pengiriman dan penerimaan blangko-
blangko SPT Tahunan, penerbitan Surat-surat Ketetapan Pajak, penatausahaan
dan pemberkasan dokumen-dokumen perpajakan, serta pelayanan peminjaman
berkas-berkas wajib pajak dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas serta terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan KPP yang
bersangkutan.

Seksi pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan

Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana pengamanan

penerimaan, penatausahaan, pengecekan dan perekaman SPT Masa dan Surat
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Setoran Pajak (SSP) lembar ke-2 penelitian SPT Tahunan PPh pasal 21,
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23, pengawasan
atas wajib pajak yang dikecualikan, wajib pajak besar dan bendaharawan.
pengkriditan fiskal luar negeri terhapap PPh pasal 21, penghapusan NPWP,
penghapusan piutang pajak, pemusatan penyetoran dan pelaporan PPh pasal
21, penentuan wajib pajak Non Efektif, penelaahan dan penyusunan Laporan
Efcktifitas pembayaran masa, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak
menyampaikan SPT Tahunan, pembuatan Laporan dan mengamankan
penerimaan pemotongan atau pemungutan PPh.

Scksi Pajak Penghasilan Perscorangan :

Penyusunan rencana kerja, dan rencana pengamanan penerimaan,
penatausahaan, pengecekan dan perekaman SPT Masa serta SSP lembar ke-2.
pengawasan atas wajb pajak besar, penerbitan SK. Pengurangan atau
pembebasan pembayaran angsuran PPh pasal 25, penerbitan SKB PPh pasal
21,22 dan 23, pengembalian kelebihan pembayaran PPh atas bunga deposito.
permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terbayar,
verifikasi penghasilan dalam rangka pewarganegaraan, pengelolaan surat
keterangan fiskal; Luar Negeri (SKFLN), penelitian material (verifkasi kantor)
SPT Tahunan PPh Perseorangan , Verifikasi lapangan terhadap SPT masa dan
Tahunan wajib pajak yang tidak terdaftar, tidak memasukkan SPT, tidak
memasukkan pembayaran masa, permohonan penundaan penyusutan dan
penghapusan NPWP, pembuatan Laporan dan mengamankan penerimaan PPh
perseorangan.

. Seksi Penagihan :

Mengkoordinasi piutang pajak dan tunggakan pajak, pelaksanaan angsuran
atau penundaan pembayaran utang pajak dan penghapusan piutang pajak serta
menyiapkan laporan dibidang penagihan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna tertib administrasi penagihan pajak pada KPP,

Seksi Pajak Penghasilan Badan :

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana pengamanan

penerimaan, penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan
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10.

I1.

25

(SPT) Masa dan Surat Setoran Pajak SPT Tahunan PPh Badan, pembebasan/
pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 Badan Pengembalian
Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, pengawasan atas Wajib
pajak yang dikecualikan, Wajib pajak Besar, penghapusan NPWP.
Penghapusan Piutang Pajak, penentuan suatu daerah sebagai daerah terpencil,
verifikasi lapangan atas SPT Masa dan Tahunan . WP yang tidak terdaftar dan
yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Pembuatan Laporan dan
mengamankan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya :
Menyusun rencana kerja, rencana pengamanan penerimaan PPN dan PTLL,
penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN/PPnBM, penatausahaan STP,
Surat Teguran, Verifikasi, atas SPT Masa PPN/PPnBM, pelayanan restitusi,
permohonan Surat Penangguhan Pembayaran PPN/PPnBM ditanggung
pemerintah, pemecahan masalah PPN dan PTLL, penatausahaan laporan
bulanan pemungutan pajak, pembuatan data dan pengirimannya,
penatausahaan berkas dan surat-surat lainnya, ijin penggunaan mesin teraan
materai, pembuatan laporan-laporan bulanan berdasarkan Perpu yang berlaku.
Seksi Pengelolaan Data dan Informasi :

Mengkoordinasi dan mengawasi pengumpulan atau pencairan, penerimaan,
pemecahan, penyortiran, pengidentifikasian, editing, transkip, perekaman data
perpajakan, peminjaman data, penyajian data potensial, penatausahaan data
masukan dan data keluaran perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan untuk penyajian informasi perpajakan
yang diperlukan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan :

Mengkoordinasikan pelaksanaan penata usahaan:, resrirusi,  rekonsiliasi
pembayaran pajak, penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan serta
menyiapkan laporan KPP di bidang penerimaan dan keberatan sesuai
ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi penerimaan dan memberikan
kepstin hukum bagi pajak atas besarnya pajak yang terutang.
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12. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak
Bagian ini mempunyai tugas melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini terdiri dari sejumlah tenaga
verifkasi dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian. Setiap kelompok tersebut dipimpinoleh
seorang verifikator pajak yang paling senior yang ditunjuk oleh Dirjen.
Jumlah tenaga verifikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Sedangkan jenis dan jenjang kerja pejabat diatur dengan perundang-undangan
yang berlaku.

13. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Negara
Kelompok ini bertugas melakukan penagihan pajak nwgara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok in terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbaga
kelompok dipimpin oleh seorang pejabat sita pajak negara yang paling senior
yang ditunjuk oleh Dirjen. Jumlah tenaga sita pajak negara ditentukan
berdasarkan kebutuhan beban kerja. Sedangkan jenis dan jenjang pejabat

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama
Permasalahan yang dibahas dalam penulisan Laporan ini datanya
bersumber dari seksi Tata Usaha Perpajakan, maka berikut ini adalah uraian tugas
sumber data utama antara lain :
a) Kasi Tata Usaha Perpajakan
Mengkoordinasikan pelayanan permohonan pendftaran Wajib Pajak dan atau
Pengusaha Kena Pajak (PKP). Serta Penghapusan Nonor Pokok Wajib Pajak
atau pencabutan pengglkuhan PKP, mutasi Wajib Pajak, pengiriman dan
peneriman data blanko-blanko  SPT Tahunan, penerbitan Surat-Surat
ketetapan Pajak, penatausahaan dan pemberkasan dokumen-dokumen
perpajakan, serta pelayanan peminjaman berkas-berkas Wajib Pajak dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta terselenggarakannya

tertib administrasi dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
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b) Kasubsi Pendaftaran Wajib Pajak
Menyelenggarakan pendaftaran, pemberian dan penghapusan NPWP,
pengukuhan PKP dan perubahan data Wajib Pajak serta pemberian kode seri
faktur pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib
Pajak dan pengiriman SPT Tahunan PPh kepada Wajib Pajak.

¢) Kasubsi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
Menyelenggarakan penerimaan dan penelitian kelengkapan format SPT
Tahunan PPh berdasarkan daftar jumlah Wajib Pajak dalam rangka
memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak serta untuk memperoleh data dan
informasi yang tepat dan lengkap sebagai dasar penentuan kriteria seleksi
untuk penelitian atau pemeriksaan pajak analisa kegiatan Wajib Pajak.

d) Kasubsi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak
Menyelenggarakan pemberkasan dokumen-dokumen Wajib Pajak, pengiriman
serta penatausahaan berkas mutasi Wajib Pajak, pelayanan peminjaman
berkas-berkas perpajakan serta penerbitan Surat-Surat Ketetapan Pajak dan
pengiriman dalam rangka penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor

Pelayanan Pajak.

4.4 Permasalahan

4.4.1 Bagaimana tata cara atau prosedur Pendaftaran Wajib Pajak, Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pemindahan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Yogyakarta

442 Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan prosedur
pendaftaran, penghapusan NPWP dan Pemindahan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Yogyakarta .
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4.5 Pembahasan
4.5.1 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak

Wayjib pajak yang telah mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajk (NPWP) berarti telah melaksanakan salah satu kewajiban terhadap
negara. Dalam melaksanakan kewajiban itu Wajib Pajak mengajukan permohoan
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak selambat-lambatnya dalam jangka
waktu satu bulan setelah usaha Wajib Pajak sccara operasional atau selambat-
lambatnya akhir tahun yang bersangkutan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat .

Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tersebut dilaksanakan melalui
upaya terpogram dan berkesinambungan mealui  penyuluhan perpajakan,
pelayanan perpajakan dan pemeriksaan serta penyidikan pajak.

Dalam praktek ternyata bahwa pada saat mengajukan pendaftaran NPWP
banyak Wajib Pajak yang menyampaikan alamat yang tidak benar ke Kantor
Pelayanan Pajak sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan
terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.

Hal tersebut telah pula berdampak negatif terhadap Keuangan Negara yang
terbukti pada akhir-akhir ini, bahwa mereka yang beritikad tidak baik mencoba
melakukan manipulasi yang merugikan Keuangan Negara melalui mekanisme
restitusi PPN dengan mendirikan tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha
atau identitas yang fiktif,

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan tata cara
pendaftaran Wajib Pajak. Namun perlu juga disadari bahwa upaya meningkatkan
kewaspadaan tersebut tidak mengurangi pelayanan yang baik yang telah dilakukan
selama ini kepada masyarakat Wajib Pajak.

Proses pendaftaran dan pemberian NPWP adalah sebagai berikut :

1. Menerima formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak
(KP.PDIP.4.1-00), berfungsi sebagai formulr pendafiaran, yang telah
ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya yang sah beserta lampirannya.
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2. Memernksa kelengkapan formulir Permohonan Pendaftaran dan perubahan

Data Wajib Pajak yang terdiri dari :

a)

b)

d)

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas:

Fotokopy Kartu Tanda pend:duk bagi pendudukIndonesia, atau paspor

ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang

sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau
paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang
asing.

Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari

instansi vang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa

Untuk Wajib Pajak Badan:

Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat
keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau
Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang sekurang-kurangnya- lurah atau kepala desa bagi orang
asng, dari salah seorang pengurus aktif;

Surat keterangan tempat kegiatan usaha dar instansi yang berwenang

sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

Untuk Bendaharawan sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:

Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendaharawan.

Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:

Fotokopi Perjanjian Kerjasama sebagai Joint Operation;

Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota Joint Opertion;
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- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang
asing, dari salah seorang pengurus Joint Operation.

Catatan:

a. Bagi pemohon berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau

B wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi Surat

Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) Kantor Pusat/domisili/suami.

b. Apabila permohonan ditandatangani olch orang lain, harus dilengkapt
dengan surat kuasa khusus.

c. Dalam hal formulir

3. Mengisi kolom-kolom pada formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan
Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00) yang diisi oleh dinas.

4 Meneliti administrasi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui apakah
Wayjib Pajak sudah terdaftar atau belum.

Catatan:

a. Dalam hal Wajb Pajak tersebut sudah terdaftar, maka kepadanya tidak
diberikan NPWP lagi.

b. Untuk Wajib Pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu
atau wanita kawin tidak pisah harta diberikan Surat Keterangan Terdaftar
(KP.PDIP.4.2-00)

¢. Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar, maka kepadanya diberikan
NPWP yang sama dengan NPWP semula.

5. Merckam data Wajib Pajak dari formulir Permohonan Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak scsuai dengan tata cara yang telah ditentukan.
Mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan
Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak, setelah ditandatangani
oleh petugas.
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6. Dalam hal ini Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak :
a) Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP 4.2-00) dan Kartu

NPWP (KP.PDIP.4.4-00). Surat keterangan Terdaftar diteruskan
kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani:

b) Menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan

Kartu NPWP (KP.PDIP.4.4-00) kepada Wajib Pajak paling lama pada
hari  kerja berikuinya setelah permohonan pendaftaran  beserta

persyaratannya diterima secara lengkap.

Dalam hal Wajib Pajak selain mendaftarkan din juga melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

a)

b)

c)

d)

Mencetak  Surat Tugas Pembuktian Alamat (KP.PDIP.4.6-00)
Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya diteruskan kepada Seksi TUP
untuk ditandatangani;

Catatan:

Dalam hal tempat kedudukan/kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak di
wilayah Kantor Penyuluhan Pajak yang sekota dengan Kantor
Pelayanan  Pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menginstruksikan untuk pembuktian kebenaran alamat Pengusaha
Kena Pajak tersebut.

Menerima dan merekam Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat
(KP.PDIP.4.7-00) pada komputer:

Mencetak Surat Keterangan Terdafiar (KP.PDIP.4.2-00), Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena pajak (KP.PDIP.4.3-00), dan Kartu
NPWP (KP.PDIP.4.4-00). Surat Keterangan Terdaftar dan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diteruskan kepada Kepala Seksi.
TUP untuk ditandatangani dalam hal alamat Wajib Pajak terbukti‘
benar;

Mencetak Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.4-00), selanjutnya diteruskan
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kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani.dalam hal alamat
Wajib Pajak terbukti tidak benar;

€) Menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00). Surat
Pengukuhan Pengusaha kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) dan Kartu
NPWP (KP.PDIP.4.4-0) atau Surat Penolakan Pciidaftaran Wajib Pajak
dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP 4.8-00) paling lama 3
(tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan
pelaporan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diterima secara

lengkap.

7. Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan di formulir

Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajab Pajak (KP.PDIP.4. 1-00),
selanjutnya membuat berkas sementara Wajib Pajak yang berisi dokumen
Pendaftaran Wajib Pajak dan surat lainnya untuk diteruskan ke Sub Seksi
Ketetapan dan Arsip.

Mengirimkan daftar nominatif penambahan dan perubahan data Wajib Pajak
suatu bulan ke Kantor Penyuluhan Pajak tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan atau kegiatan usaha Wajib Pajak paling lambat tanggal 10

o

bulan berikutnya.

Bentuk dan Jenis Formulir yang digunakan:

L ¥
2
3
4
S.
6
7
8

8,

KP.DPIP.4.1-00 (Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak)

KPPDIP.42-00 (Surat Keterangan Terdaftar)

KP.PDIP.4.3-00 (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

KP.PDIP.4.4-00 (Kartu Nomor Pokok Pajak)

KP.PDIP.4.5-00 (Bukti Pendaftaran Wajib Pajak)

KP.PDIP.4.6-00 (Surat Tugas Pembuktian Alamat)

KP.PDIP.4.7-00 (Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat)

KP.PDIP.4.8-00 (Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak)

KP.PDIP.4.9-00 (Bukti Pelaporan Pengusaha Kena Pajak)

10. KP.PDIP.4.21-00 (Buku Pengawasan Pendaftaran Data Wajib Pajak)
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4.5.2 Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Tindakan penghapusan NPWP dari Master File (ML) Wajib Pajak yang
ada pada Tata Usaha Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dan
ditujukan semata-mata untuk kepentingan Tata Usaha Perpajakan, tanpa
menghilangkan tanggung jawab Wajib Pajak yang N PWP-nya dihapuskan, dalam;, -
memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan

Prosedur Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak:
I." Menerima dan meneliti formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data
Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00) dari Wajib Pajak atau Kantor Penyuluhan
Pajak
Memeriksa kelengkapan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan

Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00) dan lampiran yang disyaratkan

N

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan

Direktur Jenderal Pajak ini.

.L)J

Merekam data formulir Permohonan Pendafiaran dan Perubahan Data Wajib

Pajak (KP.PDIP.4.1-00) dan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen

(LPAD) dan menyampaikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib

Pajak setelah ditandatangani oleh petugas.

Catatan:

Dalam hal formulir permohonan diterima dari Kantor Pelayanan Pajak, maka

LPAD dan BPS tidak perlu dicetak.

4. Menyampaikan formulir Permohonan Persyaratan dan Perubahan Data Wajib
Pajak (KP.PDIP.4.1-00) besera lampiran yang diisyaratkan ke Sub Seksi
Ketetapan dan Arsip (tapsip), selanjutnya diteruskan ke unit pemeriksaan.

5. Menerima dan mereckam hasil pemeriksaan, mencetak  Surat Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak (KP.PDIP.4.13-00) dan atau Surat Pencabutan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP 4.12-00), dan selanjutnya
diteruskan kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani.

6. Menyampaikan Surat Penghapusan NPWP (KP PDIP 4. 13-00) dan atau Surat

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.12-00) kepada

yang mengajukan permohonan.
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4.5.3 Tata Cara Pemindahan Waijib Pajak
Pemindahan Wajip Pajak adalah Pemindahan dari Tata Usaha suatu
Kantor Pelayanan Pajak lama ke Kantor Pelayanan Pajak bary dapat dilakukan
dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan ke wilayah
kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atay perubahan status perusahaan yang
mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak yang mengelolanya berubah.
1. Dalam hal surat pernyataan pindah diajukan melalyi Kantor Pelayanan Pajak
lama:
a. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak di kantor Pelayanan Pajak Lama
mempunyai tugas:
1) Menerima surat pernyataan pindah yang telah ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasa vang sah beserta lampiran yang diisyaratkan
atau dari Kantor Penyuluhan Pajak.
2) Memeriksa kelengkapan lampiran yang diisyaratkan, terdiri dari:
a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:

(1) pindah tempat tinggal, adalah surat keterangan tempat tinggal
yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya
lurah atau kepala desa. Dalam hal Wajib Pajak yang tidak
melakukan kegiatan usaha atay pekerjaan bebas, persyaratan
tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi
atau perusahaannya.

(2) Pindah tempat kegiatan usaha atay pekerjaan bebas, adalah
surat keterangan tempat kegiatan usaha atay pekerjan bebas
yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya
lurah atau kepala desa.

b. Untuk Wajib Pajak badan:

(1) pindah tempat kedudukan, adalah surat keterangan tempat

kedudukan yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-

kurangnya lurah atau kepala desa.
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3)

6)

7)

8)

9)
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(2) Pindah tempat kegiatan usaha, adalah surat keterangan tempat
kegiatan usaha baru dari instansi yang berwenang sekurang-
kurangnya lurah atay kepala desa.

merekam  data  surat pernyataan pindah, dan mencetak Lembar
Pengawsan Arus Dokumen (LPAD) dan menyampaikan Bukti
Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak setelah ditandatangani
oleh petugas.

Catatan:

Dalam hal surat pernyataan pindah diterima dari Kantor Penyuluhan,
LPAD dan BPS tidak perlu dicetak.

Mencetak Surat Pindah (KP.PDIP.4.10-00) selanjutnya  diteruskan
kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani dan menyampaikan
Surat Pindah (KP.PDIP 4.10-00) kepada Wajib Pajak dan ke Kantor
Pelayanan Pajak baru paling lama pada hari kerja berkutnya.
Meneruskan  surat pernyataan pindah  beserta lampiran vang
ditsyaratkan ke Sub Seks; Ketetapan dan Arsip (Tapsip) untuk
digabungkan ke berkas induk.

Menerima faksimili Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan
atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP 4 3-00) dari
Kantor Pelayanan Pajak baru.

Mencetak  Surat Pencabutan  Surat Keterangan  Terdafiar
(KP.PDIP.4.11-00) dan atau Surat Pencabuan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.12-00), selanjutnya diteruskan
kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani.

Menyampaikan  Surat Pencabutan  Surat Keterangan Terdaftar
(KP.PDIP.4.]]-OO) dan atau Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP 4.12-00) Kepada Wajib Pajak dj
alamat yang bary paling lama hari kerja berikutnya.

Mengirimkan lembar ke-2 Surat Pencabutan Surat Keterangan
Terdaftar (KP.PDIP.4.11-00) dan atay Suat Pencabutan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDP 4.12-00) ke Sub Seksi
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Ketetapan dan Arsip (Tapsip) untuk digabung dalam berkas induk
Wajib Pajak, yang selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak

baru,

Petugas Pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak bary

mempunyai tugas:

1)

(%]
p—

4)

Menerima Surat Pindah (KP.PD]P.4_10—OO) dan Surat Keterangan

Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak ( KP.PDIP.4.3-00) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Pajak lama dan Wajib Pajak.

Merekam data Wajib Pajak dari Surat Pindah (KP.PDIP 4.10-00)

sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Mencetak Lembar

Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan Bukti

Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib ajak, setelah ditandatangani

oleh petugas.

Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan:

a. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan
diteruskan kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangan;-

b. Menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP 4 2-00)
kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah
Surat Pindah (KP.PDIP 4. 10-00) diterima:

¢. Mengirimkan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00)
melalui faksimili ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

Dalam hal Wajib Pajak selain pindah tempat tinggal atay tempat

kedudukan juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan scbagai

Pengusaha Kena Pajak.

a. Mencetak Surat Tugas Pembuktian Alamat (KP.PDIP.4.6-00)
Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya diteruskan kepada Kepala
Seksi TUP untuk ditandatangani:

Catatan:
Dalam hal tempat kedudukan/kegiatan usaha Pengusaha Kena

Pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang tidak sekota dengan
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dengan Kantor Pelayanan pajak, maka Kepala Kantor
Pelayanan  Pajak menginstruksikan  untuk pembuktian
kebenaran alamat Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala Kantor
Penyuluhan Pajak tersebut.

b. Membuat dan merekam Berita acara Hasil Pembuktian Alamat
(KP.PDIP.4.7-00) pada komputer;

¢. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00), selanjutnya
diteruskan kepada Kepala Scksi TUP untuk ditandatangani, dalam
hal alamat Wajib Pajak terbukti benar;

d. Mencetak Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP 4.8-00), selanjutnya diteruskan
kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani. dalam hal alamat
Wayjib Pajak terbukti tidak benar;

e. Menyampaikan Surat Keterangan terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP 4.3-00) atau
Surat  Penolakan Pendaftaran Wajib  Pajak  dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8-00) kepada Wajib Pajak dan
atau Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja
berikutnya setelah Surat Pindah (KP.PDIP 4. 10-00) diterima:

f. Mengirimi Surat Keterangan Terdafiar (KP.PDIP.4.2-00) dan Surat
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) atau Surat Penolakan
Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak
(KP.PDIP.4.8-00) melalui faksimili ke Kantor Pelayanan Pajak
lama.

Membuat berkas sementara Wjib Pajak yang. berisi dokumen

pemindahan Wajib Pajak untuk diteruskan ke Sub Seksi Ketetapan dan

Arsip (Tapsip).
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2. Dalam hal surat pernyataan pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak

baru :

a.

Petugas pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak bary

mempunyai tugas :

1) Menerima sgrat pernyataan pindah yang telah ditandatangani oleh

Waiib Pajak atau kuasa yang sah beserta lampiran yang disyaratkan

atau dari Kantor Penyuluhan Pajak.

2) Memeriksa kelengkapan yang disyaratkan, terdiri darj -

a) Untuk Wajib Pajak orang pribadi

(1)

2)

pindah tempat tinggal, adalah Surat Keterangan Terdaftar
(KP_PDIP.4.2—OO), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat
keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang
berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi
penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing ditambah
surat ketengan tempat tinggal yang baru dari instansi yang
berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Dalam
hal Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas persyaratan tersebut dapat berupa surat
keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya.

Pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, adalah
Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan atau Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP 4.3-00) dalam
hal Pengusaha Kena Pajak, dan surat keterangan tempat
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi

yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atay kepala desa.

b) Untuk Wajib Pajak badan :

(1)

pindah tempat kedudukan, adalah Surat Keterangan Terdaftar
(KP.PDIP.4.2-00) dan surat keterangan tempat kedudukan yang
baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah

atau kepala desa.
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4)

3)
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(2) Pindah tempat kegiatan usaha, adalah Surat  Keterangan
Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan atau  Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (KP. PDIP.4.3-00) dalam hal Pengusaha
Kena Pajak, dan surat keterangan tempat kegiatan usaha yang
baru dari instansi yang borwenang sekurang-kurangnya lurah
atau kepala desa.

merckam data  surat pernyataan  pindah, dan mencetak Lembar

Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan menyampaikan Bukti

Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak setelah ditandatangani

olch petugas.

Catatan :

Dalam hal surat pemyataan pindah diterima Kantor Penyuluhan Pajak

maka LPAD dan BPS tidak perlu dicetak.

Mencetak Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah (KP.PDIP 4.14-00)

dalam hal surat pernyataan pindah sebagai Pengusaha Kena Pajak. dan

diteruskan kepada Kepala SeksiTUP untuk ditandatangani yang
selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan :

a) Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan
diteruskan ke Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani :

b) Menyampaikan Surat Keterangan- Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00)
kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah
Surat pernyataan pindah beserta lampiran yang diisyaratkan
diterima secara lengkap ;

¢) Mengirimkan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP 4 2-00)
melalui faksimili ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah tempat kegiatan usaha atay

pekerjaan bebas -

a) Menerima Surat Pindah (KP.PDIP.4.10-00) dari Kantor Pelayanan
Pajak lama :
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Mencetak Surat Tugas Pembuktian Alamat (KP.PDIP.4.6-00)
Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya diteruskan kepada Kepala
Seksi TUP untuk ditandatangani :

Catatan:

Dalam hal tempat kedudukan/kegiatan usaha Pengusaha Kena
Pajak di wilayah Kantor Penyuluhan Pajak yang tidak sekota
dengan Kantor Pelayanan Pajak, Surat Tugas Pembuktian Alamat
( KP.PD]P.4.6-OO) dikirim ke Kantor Penyuluhan Pajak tersebut.
Membuat dan merekam Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat
(KP.PDIP.4.7-00) pada komputer :

Mencetak  Syrat Pengukuhan Pengusaha  Kena Pajak
(KP.PDIP 4.3-00) selanjutnya  diteruskan kepada Kepala Seksi
TUP untuk ditandatangani, dalam hal alamat Wajib Pajak terbukti
benar ;

MencetakSurat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4 8-00), selanjutnya diteruskan
kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani, dalam hal alamat
Wayjib Pajak terbukti tidak benar;

Menyampaikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(KP.PDIP.4.3-00) atau Surat Penolakan Pendaftaran wajib Pajak
dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8-00) paling
lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah Surat Pindah
(KP.PDIP.4.10-00) diterima dari Kantor Pelayanan Pajak lama;
Mengirimkan  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(KP.PDIP.4.3-00) atau Surat Penolakan Pendaftaan Wajib Pajak
dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak ('KP.PDIP.4.§—OO) melalui
faksimili ke Kantor Pelayanan Pajak lama |

Dalam hal Wajib Pajak selain pindah tempat tinggal atau tempat

kedudukan juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak :
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Menerima Surat Pindah (KP.PDIP 4. 10-00) dari Kantor Pelayanan
Pajak lama,

Mencetak Surat Tugas Pembuktian Alamat (KP.PDIP.4.6-00)
Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya diteruskan kepada Kepala
Seksi TUP untuk ditandatangani:

Membuat dan Merekam Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat
(KP.PDIP.4.7-00) pada komputer:;

Menceak Suat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4‘2-OO) dan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00), selanjutnya
diteruskan kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani. dalam
hal Alamat Wajib Pajak terbukti benar:

Mencetak Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8-00), selanjutnya diteruskan
kepada Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani. dalam hal alamat
Wayjib Pajak terbukti tidak benar;

Menyampaikan Surat Keterangan Terdafiaran (PDIP.4.2-00) dan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) atay
Surat Penolakan Pendaftaran Wajib  Pajak dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8-00) paling lama 3 (tiga) hari
kerja berikutnya setelah Surat Pindah (KP.PDIP 4. 10-00) di terima
dari Kantor Pelayanan Pajak lama;

Mengirimkan Surat Keterangan Terdafiar (KP.PDIP.4.2-00) dan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) atau
Surat Penolakan Pendaftaran Wajib  Pajak dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8~OO) melalui faksimili ke
Kantor Pelayanan Pajak lama.

Membuat berkas sementara Wajib Pajak yang berisi dokumen
pemindahan Wajib Pajak untuk diteruskan ke Sub Seksi Ketetapan dan
Arsip (Tapsip).
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b. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama

mempunyai tugas

)

2)

3)

4)

6)

7)

Menerima  faksimili Surat  Pemberitahuaan Pernyataan Pindah
(KP.PDIP.4.14-00) dari Kantor Pelayanan Pajak baru;

Merekam data dari Surat  Pemberitahuan Pernyataan  Pindah
(KP.PDIP.4.I4—OO) dan mencetak Surat Pindah (KP.PDIP.4.10—OO)
selanjutnya  diteruskan kepada Kepala  Seks; TUP  untuk
ditandatangani;

Mengirim Surat Pindah (KP.PDIP_4.IO—00) kepada Wajib Pajak di
alamat baru dan mengirim melalui faksimilj ke Kantor Pelayanan
Pajak baruy, paling lama pada hari kerja berikutnya setelah Surat
Pemberitahuan Pernyataan Pindah (KP.PDIP 4. 14-00) diterima:.
Menerima faksimili Surat Keterangan Terdafiar (KP.PD!P.4.2-OO) dan
atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-OO) dani
Kantor Pelayanan pajak baru;

Mencetak  Surat Pencabutan  Surat Keterangan  Terdafiar
(KP.PDIP.4.I]-OO) dan atau Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (KP. PDIP.4.12-00) selanjutnya dikirim kepada
Kepala Seksi TUP untuk ditandatangani:

Menyampaikan  Surat Pencabuan  Surat Keterangan Terdafiar
(KP.PDIP.4.11-OO) dan atau Surat Pencabutan Suyrat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIPA.]Q-OO) kepada Wajib Pajak di
alamat yang bary paling lama pada hari kerja berikutnya;

Mengirimkan lembar ke-2  Surat Pencabutan Surat Keterangan
Terdaftar (KP.PDIP.4.II—OO) dan atau Surat Pencabutan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.12-00) ke Sub Secksi
Ketetapan dan Arsip (Tapsip) untuk digabung dalamberkas induk
Wajib Pajak yang selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak baru.

Bentuk dan jenis formulir yang digunakan-
KP.PDIP.4.1-00 (Permohonan Pendafiaran dan Perubahan Data Wajib

L.

Pajak)
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KP.PDIP.4.2-00
KP.PDIP.43-00
KP_PDIP 4.6-00
KP.PDIP.4.7-00
. KP.PDIP.4.8-00

~

KP.PDIP.4.10-00
KP.PDIP.4.11-00
9. KP.PDIP.4.12-00

®

10. KP.PDIP.4.13-00
I'l. KP.PDIP.4.14-00
12. KP.PDIP 4.21-00
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(Surat Keterangan Terdaftar)

(Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

(Surat Tugas Pembuktian Alamat)

(Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat)

(Surat Penolakan Pendaftarar Wajib Pajak dan Pelaporan
Pengusaha Kena Pajak)

(Surat Pindah)

(Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar)

(Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak)

(Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak)

(Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah)

(Buku Pengawasan Pendaftaran Data Wajib Pajak)

4.6 Kendala-kendala yang timbul dalam Peclaksaan Prosedur Pendaftaran

Wajib Pajak, Penghapusan NPWP dan Pemindahan Wajib Pajak di

KPP Yogyakarta.

l. Kendala yang dihadapi didalam Pendaftaran wajib Pajak.
a) Wajib Pajak sering tidak datang sendiri melainkan diwakilkan kepada

orang lain untuk mendaftararkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan

seringkali tidak membawa Syarat yang diperlukan sehingga oleh

petugas pendaftaran Wajib Pajak diminta untuk melengkapi

persyaratan.

b) Penyampaian lewat pos seringkali terlambat diterima Wajib Pajak

schingga Wajib Pajak  terlambat untuk memenuhi - kewajiban

perpajakannya.
2. Kendala yang dihadapi didalam Penghapusan NPWP
Banyaknya Wajib Pajak yang sebenarnya tidak memenuhj kriteria untuk
dihapuskan NPWPnya tetapi bersikukuh meminta untuk dihapuskan
dengan menyampaikan surat ke Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta dan
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menjelaskan bahwa usahanya telah bangkrut dengan alasan vang dibuat
seakan-akan dapat meyakinkan fiscus.
3. Kendala yang dihadapi didalam Pemindahan Wajib pajak.

Banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengajukan surat permohonan pindah

ke Kantor Pelayan Pajak Yogyakarta ketika mereka pindah ke kota lain,

4.7 Alternartif Pemecahan Masalah
4.7.1. Pendaftaran Wajib Pajak

a)

b)

Scbaiknya calon Wajib Pajak harus datang sendiri ke Kantor
Pelayanan Pajak untuk mendaftarkan dir scbagai Wajib Pajak dengan
membawa persyaratan-persyaratan  yang diperlukan sehingga
mempermudah  Petugan  pendaftaran Wajib  Pajak  dalam
memprosesnya. Tetapi bila karena suatu hal Wajib Pajak tidak bisa
mendaftarkan dirinya maka Wajib Pajak bisa diwakilkan kepada orang
lain dengan membawa surat kuasa yang sah dan membawa semua
Persyaratan yang penting dan alasan yang dikemukan bisa diterima
seperti tempat tinggal yang jauh, oleh Petuga Pendaftaran bisa
langsung diterima dan diharapkan untuk nantinya segera melengkapi
Semua persyaratan yang kurang tersebut.

Sebaiknya permohonan sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan
NPWP tidak disampaikan melalui pos karena jika disampaikan melaluj
pos seringkali terjadi keterlambatan penyampaian ke Kantor Pelayanan
Pajak yang dituju, sehingga bagi Kantor Pelayanan Pajak akan
mengalami keterlambatan didalam memprosesnya dan bagi Wajib
Pajak  sendiri  akan terlambat  untuk  memenuhj kewajiban
perpajakannya. Dan Juga didalam pemberian NPWP kepada Wajib
Pajak sebaiknya jangan dikirimkan melalui pos karena penyampaian
lewat pos seringkali terlambat diterima oleh Wajib Pajak. Seharusnya
Wajib Pajak memang harus datang sendiri untuk mengambil karty
NPWP yang sudah selesai diproses oleh KPP dan hal ini lebih banyak

memberikan keuntungan diantaranya adalah:
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1) Petugas dapat memberikan penjelasan kepada Wajib Pajdk
tentang Tata cara pengisian formulir pendaftaran Wajib Pajak
sehingga tidak akan mengalami kesulitan didalam pengisiannya.

2) Petugas Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan penyuluhan
kepada Wajib pajak secara perlahan-lahan kepada Wajib Pajak.
Sehingga dapat merangsang timbulnya kegairahan Wajib pajak
untuk membayar pajak, motif Wajib Pajak untuk membayar pajak
bukan lagi karena terpaksa atau takut dihukum tetapi didasarkan
oleh kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara ataupun bagi
dirinya sendiri.

3) Wajib Pajak tidak akan mengalami keterlambatan lagi didalam
menerima NPWP sehingga tidak akan menunda kewajibannya

didalam pembayaran pajak.

4.7.2 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

- Kepala Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak harus menjelaskan kepada
Wajib Pajak bahwa untuk penghapusan NPWP dan atau NPPKP (Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ), hanya ditujukan untuk kepentingan
Tata Usaha Perpajakan (TUP) tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan
yang dilakukan. Selain itu Kasubsi Pendaftaran Wajib Pajak juga harus
menjelaskan bahwa Wayjib Pajak yang usahanya tidak berjalan lagi dan
selama dua tahun berturut-turut tidak memasukkan Surat Pemberitahuan
(SPT), maka Wajib Pajak yang bersangkutan tersebut dj golongkan sebagai
WPNE (Wajib Pajak Non Efektif), tetapi bukan berarti hilang jika
beberapa tahun kemudian cfektif kembali maka NPwWp akan muncul
kembali dengan nomor yang sama.

- Surat-surat Permohonan Penghapusan NPWP yang masuk keloket Tempat
Pelayanan Terpadu (TPT) harus ditinjau dan diteliti lebih jauh dengan
segera melaksanakan pemeriksaan untuk mengetahui patut atay tidaknya

NPWP dari Wajib Pajak yang bersangkutan dihapuskan.
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jauh dengan segera melaksanakan pemeriksaan untuk mengetahui
patut atau tidaknya NPWP dari Wajib Pajak yang bersangkutan
dithapuskan.

4.7.3 Pemindahan Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan monitoring terhadap
Wajib  Pajak schingga Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta dapat
mengetahui bila ada Wajib Pajak yang Pindah alamat kekota lain atau
dapat melalui media massa dengan mengumumkan perihal identitas dan
kewajiban Wajib Pajak yang ditanggungnya. Sebagai informasi yang
dibutuhkan dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga kem ungkinan
untuk menemukan alamat yang baru dari Wajib Pajak yang bersangkutan
akan lebih besar Karena jika tidak dilakukan tindakan seperti itu Wajib
Pajak akan lari dari kewajibannya untuk membayar pajak.
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BABYV —

KESIMPULAN DAN SARAN T ————

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas yang telah dilakukan penulis di
BAB IV dengan Landasan teori yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa
masalah penerimaan pajak sangzt erat kaitannya dengan masalah kepatuhan Wajib
pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan intensifikasi dan
ckstensifikasi. Dengan menitik  beratkan fungsi pembinaan, penelitian,
pengawasan dan pemeriksaan serta memperluas jangkauan terhadap Wajib Pajak
yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Maka diperlukan kemampuan
aparat pajak dalam menunjang penggalian potensi pajak. Dengan tindakan aparat
pajak yang baik akan dapat mendukung Wajib Pajak dalam menunaikan
kewajiban perpajakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui
pendaftaran Wajib Pajak.

Dalam sistim Self Assesment Wajib Pajak telah diberi kepercayaan dalam
melakukan kewajiban perpajakan, yang salah satunya untuk mendaftarkan diri
sebagai Wajib Pajak. Pada kenyataannya masyarakat Wajib Pajak vyang
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan kesadaran diri relatif rendah.
Masih ada Wajib Pajak yang beritikad tidak baik, dengan melakukan manipulasi
pajak dengan menunjukkan identitas yang fiktif. Upaya untuk mengatasi tersebut
dilakukan secara terus-menerus, dengan cara pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
dan meningkatkan pelayanan pajak yang baik.

Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak harus
melampirkan dokumen dan  bukti yang diperlukan dan mengisi formulir
pendaftaran. Sclanjutnya petugas pendaftaran akan memproses sccepatnya untuk
menerbitkan Kartu NPWP. Sama halnya untuk proses penghapusan dan
pemindahan Wajib Pajak. Petugas pendaftaran akan memberi kemudahan dengan
pelayanan yang baik dan menurut prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi Wajib
Pajak juga harus mengimbanginya dengan memperhhatkan dan memberikan

dokumen dan bukti yang diperlukan, sebab akan menunjang kelancaran prosedur.

48
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Mengingat akan pentingnya fungsi NPWP, yaitu untuk menjaga ketertiban dalam

pembayaran pajak dan pengawasan administrasi pajak, diperlukan kesadaran

masyarakat Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan.

5.2 Saran

1.

2

D1 harapkan kesadaran bagi calon Wajib Pajak atau masyarakat yang belum
mempunyai kartu NPWP  scgeralah datang ke Kantor Pelayanan Pajak
sctempat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Dengan membawa
persyaratan vang dibutuhkan dan memberikan penjelasan yang benar dan
akurat kepada petugas pendaftaran Wajib Pajak . Schingga proses pembuatan
NPWP dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

Kantor Pelayanan Pajak perlu mengadakan penyuluhan di instansi atau
lembaga pemerintah ataupun Wajib Pajak atau masyarakat luas. Kegiatan
penyuluhan tersebut menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban perpajakan
yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dan memperoleh NPWP, baik
kewajiban tiap bulannya atau kewajiban setiap tahunnya beserta sanksi apabila
tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya lain dari sosialisasi perpajakan
elain dilakukan penyuluhan secara langsung atau face to face Juga dengan
pembutan brosur yang diterbitkan oleh KPP, untuk disebarkan kepada
khalayak masyarakat yaitu instansi atau Wajib Pajak pada saat melakukan
pelunasan pajak di Kantor Pelayanan Pajak ataupan pada saat dilakukan

penyuluhan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

., Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-516/PJ/2000.
Jangka Waktu Pendafiaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara
Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta
Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

. SE Dirjen Pajak No. SE-07/PJ24/1993. Tanggal 7 Juli 1993
Penyempurnaan Tata Cara Pemberian NPWP dan NPPKP.

. SK Dirjen Pajak No. KEP-27/PJ/1995. Tanggal 23 Maret 1995,
Jangka Waktu Pendafiaran dan Pelaporan Usaha serta Tata Cara
Pendafiaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Y. , Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000. Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1994. Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

Gunawan Setyadi, 1998, Modul Ketentuan Urum dan lata Cara Perpajakan.
Koentjaraningrat, 1977, Metodologi Penelitian Masyarakat, Gramedia, Indonesia.
Majalah Mingguan Berita pajak vang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Mardiasmo, 1997, Perpajakan, Edisi 5, Andi Offset, Yogyakarta.

Seri Perpajakan 1994, Himpunan Perubahan { Indang-Undang Perpajakan, CV.
Eka Jaya, Jakarta.

Singarimbun, 1989, Metode Penelitian Survei, LP3ES. Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 1999, Perpajakan Indonesia, Edisi 1, Salemba
Empat, Jakarta.

50


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UDAYAAN |
UNIVERSIT/\S JEMBER

FAKULTAS [LMU SOSIAL DAN 11L.Mmy POLITI

PROGRAM STUDI D-111 PERPAJAK

: JlL Kalimantan - Kampuys Tcgnlhulo, Telp, (032 1) 335500 . 431342, Fax, (0331) 131342 Jemlie
— e — = ‘:_'—*—-———-__,_—__ﬁ—-"—_—-;‘_*—-—- —— e —

sural Tugas

Nowor s oz, 0U32.506. 10 LR/ 860

Deloun Walealf g Tl Sosinl den,  Vlaeu alitile Universitay Sty

ﬁ]ﬁﬁ.’“““"“”!" '“_'NTKT“”"}*'"'" Rl ampaiin ™

L Wiy Winewe CTRTTE ) e o < AR, “Saa
2 / T\]'J‘i{“\ifﬂfﬂ}ﬁi;i?f“”_'_'*““9"%7??:25 A |, P (wa T
(Rl Tndrawail LN CAnggeia T

| ¥usiiiar Catar o7 T A Trirae ]
"""""" Feny Risnawati I P A TE T . W7 i i
'Ti]'jz}T'FJ'I}TTs'EEiI}]iw"_ S 970y T Vagbiioin f
f Diyul Novige |~ 97011y T W 27" Twesalaer ]

Untul enyilontg Program Mugang di Iantor Celayanun Pajalt Sopyalonr
! selamn 3 (Tlign) Mllqlggu terhiltung sejult tungpnl 17 Sununri sinapal deng,
3 ehruari 2060,

Scluma melales analguy lkegiatun bragung diwa)ibk oy mengihutl tutu (errqy,
dan disiplin lcerja Yaug berialou Ji ICantor Pelaymnun 'l’u‘julr. Yopgyalkurvta.
Demldan  suy g Ctugas  Inl o dihuat untult  ditulcsunaligy sehagulinn,

/ semestinyy.

’ i T g TR 2000

2 WO N
i . ../7/“:‘ fjo}[

ggd ! o ok "/”
/

o i ]
A Vi 0o,
‘;‘:’L’} ] NN Y Lu Dejann I1,
2 >N i
AN S5
s '\" s i 7 B

e
AR

N N O

q/ . |_|‘.')" . .
V. % ot = :
k\;{;‘?u-mm"”} - Maitny itvyoun

TONIR, 130 53 9932

Y vtk i g s


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(euBE04 Ja>1) V 1L 4D [SESIUEEIQ NPILAS : BEQ JIqUng

TLLd NVQ Ndd 1L NVCQ Nedd

NVLYNIETYN [S4NS IS¥ SH4IWAA [SHAS |
sl e N L
L - T 2 VSV( Ndd disdvL nacd
Ydd NV LYHIETH T | el bt ISV AW -
1sEns 5803 f SHIS _ i S
|
= B 1 m r — 5 _
. L, NVONVOYGUSd | | i L | in i
ISVITISNONTA NVHIOVNGd | | g ; T AVaYE 4d 1SV _:_ e | ias = 4ad w
(Nisans ISENS it RGN : i 260 1] Sahs : SANS y Sans
0 _ i m i i
h i ! | | _
7 _ ﬂ : | | { I
: = I W A il i i B il
BV L ey D udd T dd | oMaVE NI I | d0 SddWad T1! NvavISVaNTd ] | M@ WYIva T]1 vivSn VivL
Ll ddflL 1SANS v " iSENS Lo SN y . iSANS : ‘ i 3ANS bl SES ! VSN
| ! | e i |
H ' . | ,
| TR NI ISAHES NVHIDVNEA ISHIS ‘ L 7 e 197178 t Udd T4 1$328 _ | MYOYH N 1SS ) ml A0 Uedd 1S3 ﬁ 40LL 1SMTS y 1ad 19N3S _ ! SANTGVN
L | ., ” |
| y m
VODONV.L i N, | |
(D) HYWNY NvSsnin _ NYONVID syse LAV YOI IEN 2 (L NYEAND |
. L
1L DVASNS
HOLYI VIV

FUFFIYADTA YA NYMYA (S MOENT 15YSINYDED HY D7

LT ¢ Al ar ) L


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

W (56-0T v'd1ad d>) dmdN nuey

.-
(
"

D
p)

VETS

(s6-12 d1dd d>)
dM uBleyvpuag myng -
Yajoredwaw ueyw ga

(ES6-0TY'dIAd d) dMdN nuey -

Digital Repositor

(s6

"2y dIdd &) dmusseyepuad

Inq yojosadwow ueye gy -

SINIY Uep V)] edniaq yeujed
-X3) Buise Fue1o ynyun snsnyy

ueyelediag
uBynInAuad Jesng Jrcg dA
L

ueduwiojay

eke1q nSundip yepi |

eAeiq nFundrp edue |

8AeIq inFundip edug |
9
yeldmy uenqu wejep
eAelg

ueyelediag v

‘deyFuaj vieoas
iynuadip 1sensiunwpe
=3u§f.m.5a;523
vliay ey

(mes) | myem weje(

‘Ipeluawe ueesajahuad
nyjem seeq
ueyewndwaua

dey3ua| vreoas
ynuadp 1sensiumupe
uejereAsiad

ye[a19s el1ay ey
(mes)| npyem wee(

‘Ipefuswr ueiesajpuad

nyem seleq
ueyewindwasuagy

uyFunpy
21033535 e8n/ ny1 jeng

S
uetesafakun
nye A

1B BIBL uep winw() uenyuajay 1p ueuy
NVMVIVIYAd VAV VIV] NVA WNIWN NvNL

o (ueyesenyip -

B[iqede) eseny jeung P
listwo(y

ueguelaiey jeing o
eyesn juduway cwmc_:usy_
NejB uep eyes)

uiz] yemng Ados o104 q
10dsed/INIS/ S/ LN

Adoo o0 e

‘ueyidwepaw

ueBuaq (56-1'4 dIqd )

ueseyepuad snusiog

ueyyeIaAudw 1sifuapy

ueyeseny
'P ®liqude) eseny] wing >
e[1ay2q 1eduay
ueguesaRy jeing 'q
Jodsed/INTSAY
Aistwoq 19y)
dlY Adop oo e
Sueyndurzjam
UBSURP $6-1 'Y dIQd dN
UBIBYRPUI{ 1jnuLIOg
UBNYeIa AUy uep 1siSuapy

(P 08 yefed

‘mma/7:dny) afedatwoyy
sasyeTuaur neje ‘yeins
‘uodajay injejapy ‘Bunsgue]

uBuBAR|o ] URlEIRiSIog

eduadey

el 141, W ggy

eduadey
e TdL RPN day

Feleq ueyniniuag JOWES
/eled ueuedeja Jojey

/MRAR[IAN JOJURY
/yesng Jojuey

Aejag siual-siuap
NILLIM ONvValg 1qa NVNVAVTId

NVMVHVSN
IAVErd ONVYO -

NYMVYHVSN NON
1averdd ONVYO -
dMdN NVIYHENTd

WINWN
NVSVTAINAd

ueuele|a g
siuap

i
(1)
oN


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(s6-zz'v"d1ad d>)
yefed vuay eyesnSuag
uByMINGUR JeINg yajosaduwsaw dn

$670T % dIdd d) dMdN nuey -
(s6

129 dIad d) dm uBseyepuag

ynq yajosadwow ueye g -

ersi

0T%dIad dN) dmdN nuey -
(s6-17v d1ad d>)

dM UBIBYRpUS nyng -

yojosadwiaw ueye M

& uesurIaly \‘

BARIq InSundip yepi

unsuodo | vimyiapag ﬁ URIBYRPUD
UDDSYLIDUS | UDYNYD)IP NG 1BINS/dMIN
unp dpyduay pavoas nuey Adooojog
DULLANP ISDYSIupD (z dexBues) myepiaq

yiseta Juek gnjs Adooojog
‘ueyndweaw veduap (g6
EY/S6-TY/S671 b dIAd I
(dMd uBynynSuag)
dM URIBYRPUS] J1nuLIO
ueyyrIaSuaw uep 1sifuapy
uemeleyepuag Lip
SBINUAp] y§ Adooojoq g
uemBIRYRPUIq
1efeqas ueynlunuag
NS Adooojog e
‘ueysidwepw ueSuap
(S6-€ v dIad d>) nBunwad

upIpAsiad

ymoparas vlioy

by ¢ vy Suod
‘Ipefuaw ueresajakuad
nIyem sejeq
ueyewindwaiuapy

‘dpySuay vapaas
fynuadp ISDLSHIUPD
UDIDIDAS 42

iDja1as pliay Liny
(mips) 1 npyom ey
‘Ipelusw ueresajakuad

niyem sejeq 1efeqos Ja uemyepuag
edeiq indundip yepi g ueyeuIndwasuapy Jinuioy 1siSuapy
Bueqe) smejsiaq

eyes() uepeq 13eq jesng
louey dMdN Adooojoy 3
Byes) yedwa | pisiwocg
uBgueIARY jRIng P
BYBS()
uiz[jeung Adoooog o
stunduad njes
e[S 1) Adodojo,y q

UBLIpUS{
ay Adooojog e
ugyndurejow

UERUAP §6- b dIad d
ueseyepuad Jijnunioy

|

AVIVd
eduadey | VNI VHYSNONA
neR 14l mEpw g4y NVHNMNONAT]
DNOL
OWHd/LNONNNA]
eduadey | - IVDVH3s
el LdL MERW 44 | NVMVIVHYANTS

LN49 ‘NNISNAd
VYNVA VOVINT]
‘NVSVAVA
ISVHIdOY
ISONOY VML
NV INdWN I
NVALNYASHTd
‘WNWNE  ‘AD‘Ld

eduadey nue (npedia;
ueueAejad Jeduray)

eAeiq inSundip yepr LIBY NIBS niyem weecy uENyRIaAuaW uep IsiSuapy, LdL  mepw gy mndijap uepeq -
9) S ) () (€) z (D) |
YB1dmy uenqu wepep) ueIesajalua g . : weleap UeUBAR[Dg )
ekeig B uzuedejaq ueleieAsiag SueA jun siuaf ON



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(S6-v'v dIad I3

nreq Sued Jq3 epeday
“Neleg [EpUld UBNYRILIIQWd 1BING NIVT
qife sy uep vwey ggy 9y uejunNFUIW ueynfeSuaw neje ewre| dd dd¥ TV QT HYANId
UBP (S6-9Z ¥ AIAd ) nieq gy deyBway | uep (56-57'b'dIdd dd) dMm eduadey nere (npedia ). DNVA JVIvd
IP JBYBPIS ] yepa I, venyRjaquiag ueEIRAWIRg YP|ajas Liuy lepulq uedueialay jeing ueueAgjag 1edwa]) gV A4 dMIN
JEINS UTNNQIRUSW nieq gdy | edeig ndundip yepi (mies) [ npyem wepeq UESEULL Uyesdkuapy | 141 mnpejow Add NVIIIgNTd -
(ueyesenyip

[1q) eseny] jeing o
“UBNNPNpaY jBwejm
ueyeqruad Fuejus)

uwnyjoq Adooojo,y  'q
‘dMdN nuey e

m ‘ueysidwepw ueduag
Q (S6-VEv dIad )
> mSunwag refeqes g ‘P
(= . nejye
> (s6-VZ'r diad d)
> uepeg gm0
m nejg ' =
= {s6-V 1 vdidd d) NIVT ddX 93
) | uBMBYES) NVavea/1avenrid
nOv i IPequd BueiQ dm  q DNVYO dM IDVd
‘ neje NVHVANIdTH
_ﬁ Q | (S6-V1' didd d) LVaNS
| e ‘nfnyp ‘ uBMBYES) NVIIGanWid -
quam:ﬁ ueq 4y epeday ueyiodejaw ! UON fpequq Bueig gy e | NVANANAa=y
7_ =AM eAunfueps (56-57 v qiaddy) | dexgua) YEpuld | eduadey neme (npedsa] LVANILITISINOG
He) T-3 BQUID| M yepuiy | uejeiedsiad yejaas ey UBNUERILIAqUId J1[nuuo 4 usuele[a  1edus 1) HVANId VNIIVY
| NS uesepui] UBNLI2QIP M eprdeY | eAwiq indundip yepry | (1) myws ThPM wereq | ueyyiaSusw uep 1sifuapy | Ld.L Inejow g4y dMdN ISV LN

|4 £

. IuBAR|2 UBUBAR[S

L | 5) I I

| Yeldmyf uenqu urejep) UBTESA[AAUD
| uedueiajoy _‘ eeis] -

|4

NON

0N


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

EPUBLIK INDONESIA

ik L T I feslecansanag

DE‘PI\RTEMEN KEUANGAN R
DIREKTORAT JEND
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.
i AT S LU T P o

- KAP (Kode Adminlstras) Pijak)

Dlls] Olah Petugas:

- NPWP yang diberikan

(1]

HHH

SEMUA INFORMAS| HARAP DIIS) DENGAN HURUF BESAR/CETAK. s/

elau berl tanda x pada kotak Jawaban ya

ng sesual. (Linat patunjuk) ]

PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

O Pendaftaran (] Perubahan Data
Pllih Jenls Wajib Pajak Untuk Pendaftaran WP yang status usaha 2,4, 5 sebutkin NPWP
Puuh’domlsl!muaml *, untuk Porubahan Data WP sahutkan Juga Kap
0O crang Pribagi O Badan O Pemungut JA : )
A. IDENTITAS UMuM
1. TitelGatar ’ .
(WP Qrang Pribadi) Tt e e
2 Nama Wajlb Pajak RS ol T, i S
(sacara lengkap tidak dislngkat)
——e - .—_-L__._—._—J_—___ I—,._J_.-.l_-...___ b LT S — L . e
3. Nama Walib Pajak e e Rt Bl oy | g S N N o =
(dlisl sasual kTP, tanpa galar)
M T TR ) e ST — e - o i —— —— - — e — b

-

. Alamat lempat kedudukamtlnggal:

Jalan

e i e——as

Karumharw.acamalan

s et aes bria
KotaKabupaten

e L T B AR | i . Koda Pos - ‘
5. UsahafPukerfaun Bebzs:
Status Usaha -y 1. Pusat 2. Cabang 3. Tunggat 4.Isr/Jyo s, Ovang Pribadl Teran:y
el 2 LN e ) s (difs] oot petugas)
Alamat tempat usaha kegiatan:
Jalan . - 8= . 5 A
e i A RTMRwW e y
KulurahanvKacamatan E ) ;8 0 e L :
Kota/Kabupatan o, B 3 N ) s e Koge Pos
8. Kowallban Pajak 0 PPh pasal 25 O PPh pasal 21 0] PPh pasal 22 [ PPh pasat 23
(dlisl oleh patugas
vas) O rey pasal 28 [ Pph pasal 29 [J PPh pasal 42) [ Prhpasar s
8, KORESPONDENSI
7. Alamat (Dlis) Jika berbeda dengan alamay tampat ksdu-‘iukam’linqgal dl IDENTITAS UMUM):
Ja,an l.,,_._.__J._-»J_,_._. d.._I---—...-L.-.....’_.-J_..—L_.._&._-—'—_..'_,...L.—..L..—-u_..-......'.-._' o e il L O . —
'-----"-—--_l-._. —rm—t —..-&_--_._-A-—..._..—... LR TS . a1 -——re o RTJ'Q\".’ e, ! e
KerumharVKncamalnn e Ny TR R U T e L e __.'_4._;__.a_._.___l... ...... B s o LS S
KotaKabupaten A e S Kode Pes A
8, Telapom'Fakslmllo dan E-mail: d .
No. Telepen =S |, W, No. Foksimile oS e e
Ne. Handphone . 5 ® e g b o PO BOX (N T N
E-mall e T W — e R S e e s
'

C. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

8. TempatT, anggal Lahir

—— — A.—.._--—l..._‘_-._.l___ ——

10. No. KTP/Paspor
1. Kebangsaan ]
12. Merk Dagang/Usaha

e e s i f —e el B T P S

0.WAJIB PAJAK BADAN

13, Bentuk Hukum

. Stalus Mogal 1. PMA 2. PMON 3. BUMDIN &, SWASTA

{ S

BPDIP.4.1-00


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15. Akte Pendirian dan Pearubahan tarakhir
Momar Akto [ C

TempatTanggal Akte
Mama Notarls

—— e SN NSME SIS ey e b L LS it S .
NOmOf AHQ Pembahan T e s i st o D P P S L b i Eaanet T T ST L e dsetinisd §
18. Akhlr Tahun Buku _ —__, (HHBB)
17. Identitas PImptnan!Punanogung Jawab;
Nama —._.J_i-—l_.ﬂ'_ PR F— L e e e s e e e S—" e R SR
—_— e .-J—.-A._.L____‘___l__._-...l_._l_ S S R —ralin _‘_-.,.__.—“_'_._‘ B e LTSRN S
Jabatan

No. KTP/Paspor

L S I —-—_l_--.l—.-—-—‘-._.d——'-——'—.-;d—--l._..—-.--—\_J_.—-n-_l—._'_. e O W ——
Kebangsgaan [ Indonesia [JJ Asing e I
NPWP A ’ 3
Alamat tempat tingga!:
Jalan —— D U -_.QI_—J'—._.I -l . 5 e g4 R e Sp—
‘-v—l_._—.._— .......... e -—._.—_._.-.._-—J-.__I—.. ........... — RT!RW —_— - - PO -
Kal
Kalurahan/Kecamatan i e ) i g L O = Y T e
Kota/Kabupaten bl L —— . . ..., KodePes e 4 g
E. WAJIB PAJAK PEMUNGUT
18. !ns!anslfPrc}ak:
Nama t: . . < - . 1, . 1} o - i A - i L
I‘-.——‘_—l—._h._.i. —-._J_,_‘..—.J—L_-.._.La—..“.__.ﬂ—u—,;._-—l..__l. ._-—..L._.A.._—_...___A_ ......... —t e e e
Alamat Instansl'Projgk:
J-‘i[aﬂ et S - — b e e G — e e — e e ——— e e e e ——e
—,———— S o1 U VR S Y s T T I RT/RW e e / S e
Kalurahan/Kecamatan e S, dl G i - . |
Kota/Kabupaten Kode Paos

——— e, __.'_.:__L*_‘—A_L_.,l_'__-,_n__-t.__._._._-_-m

Gl LU, e e et S B e sy ) R

—taadb.2 L B L P T e e e e T A

s messeat ——ie e .

... (HEBBTTTT)

19. Identhas PemunguUBendaharawanf
NJma e e e e .-_._'_..J_—'.__L-_A_H'_.J_...J..H_.L...;__‘..__.'_.._A_..i__.ﬁ_-l___“..f....._;.__."A___... LA B
e SeeSiecmeec—toine ol U ool e S SRR .
ND' KTP e Y B ————————et e e — A —_— ———md
Alamat tempat linggal:
Jafﬂﬂ e, . - - e Y TS ——— e B U G e s e
I P __J___“_,__‘____L___L_____L_‘“_____'_ RT/RW SRy " A
Kelurahan/Kecamatan B R T e L =< S .
Kota/Kabupaten -,.,__-_.4._.___-_,,;_.-.._-..“-__._._,....1_.._.. e ain. KodaPhs LY
2. No. Surat Penunjuken oo o VN e A el i g S e A
21, Jadwal Projek ————e W < . (HHBBTTTT)

F. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
22. Mengajukan Permohonan untuk dikukuhken sebagal Pengusaha Kena Pajak

G. PERMOHONAN UNTUK PENGHAPUSAN NPWPIPE‘NCABUTAN PKp
23. Mengajuksn Permohonan Penghapusan NPWP

24, Mangajukan Permohonan Pencabutan Pengukuhyn PrpP

H. PERNYATAAN

25. Dengen menyadari sepenuhnya akan segala aklbalnya termasuk sanksl-sanks! sesuai dengan ketuntuan peri

I

manyatakan bahwa apa yang lelah saya berllahukan dl ulos besera !mpfmn-lamp!mnnya adalsh benar dan langkap.

langgal .........

PEm(‘IhOﬂ.

Nama Jslas

" corat yang tidak periuv

PPOIP.4.1-00

YaTidak *

Ya/Tidak *
YaTidak *

dang-undanpan yang berlaku, saya
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KARTOR WILAYAH. «cxioss0isasusssns
KANTOR PELAYANAN PAJAK .........

JURAT KETERANGAN TERDAFTAR
No:

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diutah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.......... /P1./2000, dengan ini diterangkan bahwa:

1 Nama o s

2, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) P XX XXX

3, Kode Administras| Pajak (KAP) ¢ XOLXXX

4, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) ! (Kode) ~ (Uralan KLU)

5. Alamat N R i Sk
6. Merk/Akronim AR 8 . s B e s e s
£ Status Modal ST, & o D o W :
8. Status Usaha D ki e A L
4. Kewajiban Pajak : [ ] PPh Pasal 25 [ ] PPh Pasal 21

( ) PPh Pasal 4 (2) [ ] PPh Pasal 22
[ ] PPh Pasal 15 ( 1 PPh Pasal 23
[ ] PPh Pasal 29 [ ] PPh Pasal 26

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib
mencantumkan NPWP dan KAP sejak tanggal : (dd/mm/yyyy).

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP,

.............................

NIP XxxxxXxxxx

KP.PDIP.4.2-00
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH......ccoevvere
KANTOR PELAYANAN PAJAK .........

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

NO:

Sesual dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telak diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-... ... /P1./2000, dengan inl dinyatakan bahwa:

Namna

Nomor Pokok Waijlb Pajak (NPWP)
Kode Administrasi Pajak (KAP)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLu)

1

2

3

q

S Alamat
6 Merk/Akronim

7 Status Modal

8 Status Uszha

9 Kewajiban Pajak

10.  Kode Seri Faktur Pajak

 XKXXX XXX, X
§ XXX XXX
: (Kode) - (Uraian KLU)

[ ]PPNBM

EXXXXX XXX XXX

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan
PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP dan Kap £ejak tanggal: (dd/mm/yyyy).

KP.PDIP.4.3-00

............... ¢+ XX-XX-XXAXX
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seks] TUP,

IR ATy X T

NIP xxxxxxxxx

T ———
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.........oou.nn...

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Wajib Pajak:

Nama B ¥ 5o smvean sovovionues Do IO s s s

Alamat tempat tinggal R S, S

Telah diberikan NPwp

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampaij diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

.................. ¢ KX=-XX-XXXX

A.n. Kepala Kantor
Kepala Kantor Penyuluhan Pajak/
Kepala Seksi Tup,

NIP xxeoacxx

KP.PDIP.4,5-00
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Sesuai pelaporan Wa
ditugaskan kepada:

Nama

NIP
PangkaUGoIongan
Jabatan

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.........coovsrmnnn.
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TUGAS PEM BUKTIAN ALAMAT
No:
jib Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak clengan ini

................................................................

Untuk melakukan pembuktian di lokasi tentang kebenaran alamat Wajib Pajak sesuai pelaporan

atas nama:
Nama Wajib Pajak

Alamat tempat kegiatan usaha/pekerjaan bebas :

Demikian untuk dilaksanakan.

KP.PDIP.4,6-00

............... » XX-XX-XXXX

A.n. Kepala Kantor
Kepala Kantor Penyuluhan Pajak/
Kepala Seksi TUP,

RS PRI T ET T TR

NIP xxxxxxx'xx

——— e

—_—



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH........ccorernn.....

KANTOR PELAYANAN PAJAK .........

BERITA ACARA HASIL PEMBUKTIAN ALAMAT

No
Pada hari ............ =10 To I O 213161 A, tahun ............, saya:
Nama T s S e s S S e
NIP SRR T AT T R
Pangkat/Golongan s TR et 57 S S RN o o
Jabatan RS SR e o, S i, AN

telah melakukan pembuktian di lokas] tentang alamat Wajib Pajak yang melaporkan usaha untuk
dikukuhkan sebagal Pengusaha Kena Pajak atas:

Nama G e, Wy SR
Alamat tempat Kegiatan usaha/ S N e R . NN
pekerjaan bebas

Tanggal pelaporan # acnnerietyaen oo M ORI

ternyata bahwa alamat kegiatan usaha yang dinyatakan dalam surat pelaporan terbukti:
benar/tidak bepar L)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

..................... ¢ XX-XX-XXXX
Mengetahui:
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP/Kepala Penyuluhan Pajak, Pembuat Berita Acara,

...........................

NIP o0 NIP XXXXXXXXX ¢

*) coret yang tidak perlu

KP.PDIP.4.7-00
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.......coocniniininne
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN
WAJIE PAJAK DAN PELAPORAN PENCUSAHA KENA PAJAK
No. )

Sesuai Surat permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan atau pelaporan untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dan atau Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat:

Nama B P L)
Alamat tempat tinggal T
Alamat tempat keglatan usaha/ e S Ml R
pekerjaan bebas

Jenis usaha 5 R R e e,
Nomor dan Tanggal Permohonan; R A R R RS Y 1 e I

Pelaporan

Dengan ini dinyatakan bahwa permohonan dan atau pelaporan Saudara ditolak dengan
alasan *):

1. Alamat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas terbukti tidak benar;
2. Telah terdaftar pada tata usaha Direktorat Jenderal Pajak,

................. » XX-XX-XXXX
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP,

NIP XxxxXXXXXX
*) coret yang tidak perlu

KP.PDIP.4.8-00
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH...........
KANTOR PELAYANAN PAJAK .........

BUKTI PELAPORAN PENGUSAHA KENA PAJAK

MNo:
Sesual pelaporan Wajib Pajak Nomor ... tanggal .......... untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak dan Berita Acara Hasi! Penibuktian Alamat Nomor ........... tanggal ... ....... . dengan ini

dinyatakan bahwa:

gl @& QU ™ . PN B W
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ¢ XXLXXX XXX, X
Kode Administrasi Pajak (KAP) ¢ XXX XXX

t

2

3

4 Klasifikasi Lapangan Usaha (K-U) ¢ (Kode) - (Uraian KLU;
4] Alamat

6. Merk / Akronim
7

8

9

Status Modal

Smtusteahe SNV W | YAl B U

[ JPPN [ ] PPnBM
¢ KXXXXL XX XXX

Kewajlban Pajak
10.  Kode Seri Faktur Pajak

telah dikukuhkan sebagal Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat !ni dan sambil menun
Pajak, maka dalam melaksanakan hak dan k

KP.PDIP.4.9-00

ggu penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
ewajiban yang berkenaan dengan PPN dzn PPnBM

wajib mencantumkan NPWP dan KAP sejak tanggal; (dd/mm/yyyy).

....................... , XX-XX-XXXX

A.n. Kepala Kantor,
Kepala Kantor Penyuluhan Pajak/
Kepala Seksi TUP,

..............................

NIP XXX XXXXX
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH......coeirvececnnnns
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....... v

SURAT PINDAH

No:
Sehubungan dengan permohonan Waijib ‘Pajak badan/orang pribadi, dengan ini diterangkan
bahwa:
Nama
NPWP
KAP
Jenis Usaha
Alamat
Status Modal
Status useha

Kewajlban Pajak

tempat kegiatan usaha ke:

Jalan

RT/RW

Kel./Kec.

Kota

yang termasuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajake.........coveowermsoosooooooooooooo

TP G 6.5 00 6.4
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksl TUP,

..... PYSTE]

NIP X300000X

KP.PDIP.4.10-00

f
I

|

|

terhitung mulai tanggal ...ococove voveriinin pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau “
J‘

|

|

F

I
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH......ocovvvveeniinns
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..coov...

SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
No

Setelah mempertimbangkan adanya Surat Keterangan Terdaftar Nomor .......... tanggal ........

yang diterbitkan

oleh Kantor Pelayananan Pajak ............. dan atau laporan hasil pemeriksaan

NOMOr .ovvveeeveee, =10 (1 2 S . dengan Inl Surat’Keterangan Terdaftar Nomor ...
tanggal .............. atas:
b Hamdd 7 | . B e B e . o NS
2 Nomor Pokok Wajib Pajak {(NPWP) DX XXX X
3. Kode Administras! Pajak (KAP) ¢ XXX XXX
4 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) ! (Kode) = (Uralan KLU)
pr A, @  aWTl . S¥e N .
6. hegglakignin: _Ery . LB B 0 OBRS
4, Smtusiiotal GEEWAF 00 Nt N 00O WY
8. 'StatusUssha ame S W | i WO
9. Kewajlban Pajak :[ ] PPh Pasal 25 [ ]1PPh Pasal 21
[ ]1PPh Pasal 4 (2) [ ]PPh Pasal 22
[ ] PPh Pasal 15 [ ] PPh Pasal 23
[ ]PPh Pasal 29 [ ] PPh Pasal 26
dinyatakén dicabut dari tata usana Kantor Pelayanan Pajak ............., terhitung sejak tanggal:
(dd/mm/yyyy). '

Pencabutan ini hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa

menghllangkan
bersangkutan.

KP.PDIP.4,11-00

kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak vyang

............... , XX-XX-XXXX
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP,

SLArstTirigeyteaniiiess

NIP xxuxxex
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.......cccvvvvvnnn...
KANTOR PELAYANAN PAJAK .........

2URAT PENCABUTAN SURAT PENGUKUHAN PEINGUSAHA KENA PAJAK
No :

Setelah mempertimbangkan adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nonmor .........

tanggal ........ yang diterbitkan oleh Kantor Pelayananan Pajak ............. dan atau laporan hasil
pemeriksaan Nomor ................. tanggal uaies , dengan ini Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak Nomor ............. tanggal .............. atas:

1. Nama Y Bintsinnsapne s O B S

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) + XXX XK X

3. Kode Administrasi Pajak (KAP) § XXX XXX

4.  Kiasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : (Kode) - (Uraian KLU)

5. Alamat Hiter i ARl . e TGRS,

6.  Merk/ Akronim _ S T O, ot ERRE s PR L

7. Status Modal e O

8.  Status Usaha ¥ imirsien npenvess sy T AN e TR I e e

9. Kewajiban Pajak :[ ]PPN [ ]1PPNBM

10.Kode Seri Faktur Pajak 7 XXX XXX XXX

dinyatakan dicabut darl tata usaha Kantor Pelayanan Pajak ................ terhitung sejak tanggal:
(dd/mm/yyyy).

Pencabutan ini hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa
menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan.

............... , XX-XX-XXXX
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP,

T TR s Cabii i i
NIP Xxxxxxxxx
KP.PDIP.4.12-00
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH..c.oiciiiinnnnnnen,s
KANTOR PELAYANAN PAJAK .........

SURAT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
No:

Setelah mempertimbangkan adanya permohonan penghapusan dan iaporan hasil pemeriksaan
NOMOr oo, tanggal ............... » dan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimara telah diubah terakhir dengan
UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-. . /F1./2000
dengan ini Nomor Pokok Wajib Pajak atas:

i, Nama DTV PR .

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) + XXXXX XXX X

3. Kode Administrasi Pajak (KAP) §XXXXXX

4.  Klasifikasi Lapangan Usaha {KLU) ! (Kode) - (Uraian KLU)

5. Alamat R RS RO B . W

6. Merk / Akronim TR TR RN | A

dinyatakan dicabut dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak ................ terhitung sejak tanggal:
(dd/mm/yyyy). :

Pencabutan inl hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa
menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan.

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP,

L89egcaerrgannnegey

NIP Xxxxxxoxx

KP.PDIP.4.13-00
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH..,..ovviveriiiniss e,
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......... " |
Nomor : (tanggal) .......
Sifat : amat segera -
"Hal : Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Palak e
Sehubungan dengan surat pernyatzan pindah Nomor ........... tanggal ........... yang diajukan oleh:
Y el W W . v
Alamatlama e
Alamstbar Sl - B R T S
Nomor Pokok Wajib Pajak o A R

dengan ini diberitzhukan bahwa Wajib Pajak tersebut di atas telah memenuhi syarat yang
ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-........ /P1./2000, diminta Saudara
menerbitkan dan mengirimkan melalui faksimili Surat Pindah kepada kami paling lama pada hari
kerja berikutnya sejak diterimanya surat ini mela'ul faksimili.

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP,

...........................

NIP PO 60000604

KP.PDIP.4.14-00
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